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BUPATI PASAMAN BARAT
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PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR 46 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASAMAN BARAT,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (2)
Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja
Perangkat Daerah Tahun 2022;

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok
Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi
Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 153 Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 10)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008
tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan
Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2023;

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun
2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6
Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 18 Tahun
2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi
Sumatera Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi
Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 19);

Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7
Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2005-
2025;

Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2
T;'ahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah
Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021 Nomor 2);



18, Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat (Lembaran
Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016 Nomor
21), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Pasaman Barat Nomeor 1 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman
Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat
(Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun
2018 Nomor 1});

19. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 38 Tahun 2022
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023.

Pasal 1

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 yang selanjutnya disebut Renja
PD Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk
periode 1 (satu) tahun sebagai pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2023.

Pasal 2

Renja PD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berfungsi sebagai
dasar acuan penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan tahunan
Perangkat Daerah yang dibiayai dengan anggaran yang tercantum dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.

Pasal 3

(1) Sistematika Renja PD Tahun 2023 disusun sebagai berikut:
BABI PENDAHULUAN
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V PENUTUP



(2) Renja PD Tahun 2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat
dengan sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan

dari Peraturan Bupati ini.
Pasal 4

Renja PD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 terdiri dari :

a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

b. Dinas Kesehatan;

c¢. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

d. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;

e. Dinas Sosial;

f.  Dinas Tenaga Kerja;

g. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak;

Dinas Ketahanan Pangan,

Dinas Lingkungan Hidup,

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari;

Dinas Perhubungan;

Dinas Komunikasi dan Informatika;

Dinas Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah;

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
Dinas Pemuda dan Olahraga;

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;

Dinas Perikanan,;

Dinas Pariwisata;

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan;
Dinas Perkebunan;

Sekretariat Daerah;

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
Inspektorat;

Badan Pengelola Kenangan Daerah;

Badan Aset dan Pendapatan Daerah;

. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
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. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia,
cc. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;

dd. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;



ee. Rumah Sakit Umum Daerah;
ff. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

gg. Kecamatan.
Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman

Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat

Diundangkan di Simpang Empat
Pada tanggal 3 Agustus 2022
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BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR : 188.45/21, /BUP-PASBAR /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2023

Menimbang

Mengingat

1.

BUPATI PASAMAN BARAT,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 huruf a
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah menyebutkan persiapan penyusunan Rencana
Kerja Perangkat Daerah diawali dengan persiapan
penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah
tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja
Perangkat Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, periu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana
Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023;

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten
Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi
Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 dan
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421);
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3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2014 Nomor 126 dan Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 dan
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6322);

7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
tahun 2020-2024;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daérah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

11.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708
Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi
Permmutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

12.Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7
Tahun , 2010 tentang Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Tahun 2005-2025;
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Menetapkan
KESATU

KEDUA

13.Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 18
Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Tahun 2011-2031;

14.Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2
Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

15.Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
‘Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah;

16.Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2019
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasaman
Barat Tahun 2023 dengan susunan personalia
sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun
2023 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai
tugas sebagai berikut:
A.Ketua
1. Mengoordinasikan dan mengintegrasikan
pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Kerja
Badan Perencanaan Pembangunan  Daerah
Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023; dan
2. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap
kelompok kerja dalam penyusunan Rencana Kerja
Badan Perencanaan Pembangunan  Daerah
Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023.

B. Sekretaris

1. Mengoordinasikan penyiapan dan
pendokumentasian administrasi dalam pelaksanaan
penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Pasaman Barat
Tahun 2023;

2. Melakukan koordinasi dengan kelompok kerja
masing-masing bidang dalam rangka pelaksanaan
rapat koordinasi;
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Menyusun agenda kerja Tim Penyusun Rencana
Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023; dan
Melaksanakan pembahasan bersama dalam rangka
menyusun Rencana Kerja Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Pasaman Barat
Tahun 2023.

C. Kelompok Kerja

1.

10.

11.

Mengidentifikasi seluruh regulasi, pedoman dan
petunjuk teknis serta dokumen lainnya yang terkait
dengan penyusunan Rencana Keja Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023;
Menganalisa dan mengevaluasi realisasi
program/kegiatan yang tidak memenuhi target
kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
Menganalisa dan mengevaluasi realisasi
program/kegiatan yang telah memenuhi target
kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
Menganalisa dan mengevaluasi realisasi
program/kegiatan yang melebihi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan;

Menganalisa dan mengevaluasi faktor-faktor
penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau
melebihi target kinerja program/kegiatan;
Menganalisa dan mengevaluasi implikasi yang
timbul terhadap target capaian program Renstra
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
Menganalisa dan mengevaluasi kebjjakan/tindakan
perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil
untuk mengatasi faktor-faktor penyebab
terhambatnya pencapaian target kinerja
program/kegiatan yang telah ditetapkan pada
Rencana Strategis Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah;

Melaksanakan sinkronisasi program dan keégiatan
dengan dokumen perencanaan lima tahunan
(Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
dan Rencana Strategis) dalam rangka optimalisasi
pencapaian sasaran sesudi dengan kewenangan,
tugas dan fungsi;

Mengidentifikasi, mengumpulkan dan mengolah
data yang dibutuhkan dalam penyusunan dokumen
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Pasaman Barat 2023;
Melaksanakan pembahasan untuk memperoleh
masukan dari pihak terkait lainnya untuk
penyempurnaan Rencana Kerja;

Melaksanakan seluruh tahapan dalam penyusunan
dokumen lengkap Rencana Kerja Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Pasaman Barat Tahun 2023; dan




12. Melaporkan  pelaksanaan seluruh  tahapan
penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Pasaman Barat
Tahun 2023 kepada pimpinan.

% KEEMPAT :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada tanggal |8 Januari 2022

-




Lampiran Keputusan Bupati Pasaman Barat

Nomor
Tanggal : [
Tentang

188.45/24 /BUP-PASBAR/2022
Januari 2022
Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Perencanaan

Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2023

Jabatan
Nama Jabatan Dalam Tim
Harlina Syahputri, SH, MM Kepala Ketua
Dr. Ikhwanri, M.Pd Sekretaris Sekretaris

Kelompok Kerja Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Yusva Yetti, SH, MM Kabid Perencanaan Pengendalian Koordinator
dan Evaluasi Pembangunan

Ombun Rahmi, S.Si, M.Si Kasubid Pendanaan Pembangunan | Anggota

Alhadi, S.STP Kasubid Perencanaan dan Anggota
Pembangunan

Renita, S. Hut Kasubid Pengendalian dan Evaluasi | Anggota
Pembangunan

Armellia Prima Yuna, S.Hut Kasubag Program, Evaluasi dan Anggota
Pelaporan

Kelompok Kerja Bidang Penelitian dan Pengembangan

Zulkarnaidi, SH Kabid Penelitian dan Koordinator
Pengembangan

Delniriawati, SE Kasubid Inovasi dan Teknologi Anggota

Yonerita, ST, MM Kasubid Penelitian dan Anggota
Pengembangan

Jovi Ramanda, SE Perencana Ahli Pertama Anggota

Supria Widodo, S.AP Analis Program Pembangunan Anggota

Kelompok Kerja Bidang Sosial dan Budaya

Sasmita Siregar, S.Si, M.Eng Kabid Sosial dan Budaya Koordinator

Astra, S.IP, ME Kasubid Sosial Kemasyarakat Anggota

Rafki Junaidi, SKM Kasubid Pengembangan SDM Anggota

Andhika Manggala, S.STP Kasubid Pemerintahan Anggota

Lili Syariyenti, SKM Analis Perencanaan Aparatur Anggota

Kelompok Kerja Bidang Ekonomi dan Pengembangan Wilayah

Surahdi, S.Si Kabid Ekonomi dan Pengembangan | Koordinator
Wilayah

Yunilasari Dedni, ST Kasubid SDA, Tata Ruang dan Anggota
Lingkungan Hidup

Hermanto, SP Kasubid Ekonomi Anggota

Nurlaili, ST Kasubid Infrastruktur Prasarana Anggota
Wilayah dan Kawasan Pemukinan

Atika Sandra Junaidi, ST Analis Tata Ruang Anggota




KATA PENGANTAR

Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat
dan karunia-Nya, sehingga Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pasaman Barat Tahun
2023 dapat diselesaikan tepat waktu.

Bappeda Kabupaten Pasaman Barat sebagai salah satu unit eselon II
berkewajiban menyusun Renja dalam rangka mendukung terselenggaranya tata
kelola pemerintah yang baik (good governance). Penyusunan Renja merupakan
dokumen perencanaan organisasi perangkat daerah atas program dan kegiatan
yang akan dilaksanakan selama Tahun 2023.

Renja disusun sesuai tugas pokok dan fungsi OPD dengan berpedoman pada
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis OPD,
serta memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang mengacu
pada prioritas pembangunan daerah dan pagu indikatif yang ditetapkan. Dengan
melaksanakan pelaporan, pengukuran, dan evaluasi pencapaian kinerja ini,
diharapkan dapat memberikan informasi yang transparan dan akuntabel bagi
semua pihak mengenai kinerja Bappeda Kabupaten Pasaman Barat. Kami
mengharapkan adanya masukan-masukan dari semua pihak untuk memperbaiki
kinerja Bappeda Kabupaten Pasaman Barat dimasa mendatang.

Bpan gEmpat, 3 Agustus 2022




BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sebagai badan
koordinasi teknis di bidang perencanaan pembangunan mempunyai tanggung
jawab yang besar dalam merancang dokumen perencanaan. Berkualitasnya
dokumen perencanaan berpengaruh pada kualitas dan hasil pembangunan itu
sendiri. Bappeda perlu menyusun program/kegiatan periode satu tahunan
untuk menunjang tujuan pembangunan tersebut melalui penyusunan dokumen
yang tersusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap
terhadap perubahan sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Rencana Kerja (RENJA)
mempunyai kedudukan yang strategis dalam menjembatani perencanaan pada
BAPPEDA dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai
implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis
(Renstra) BAPPEDA Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 dan menjadi
satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan
Perangkat Daerah (PD) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai
tugas pokok dan fungsinya. Renja Bappeda berfungsi untuk menterjemahkan
perencanaan strategis lima tahunan sebagaimana tertuang dalam Renstra
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ke dalam perencanaan tahunan yang
sifatnya lebih operasional. Renja juga merupakan bentuk jaminan terhadap
keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran pelaksanaan
dan pengawasan dan menjadi salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan
program /kegiatan OPD untuk mengetahui capaian kinerja.

Renja BAPPEDA Tahun 2023 memuat evaluasi pelaksanaan program dan
kegiatan tahun 2021 dan tahun berjalan (2022), program dan kegiatan,
indikator kinerja dan kelompok sasaran serta sumber dana yang dibutuhkan
untuk tahun 2022. BAPPEDA sebagai OPD yang mendukung pemerintah
Kabupaten Pasaman Barat di bidang perencanaan pembangunan daerah,
mempunyai tugas strategis antara lain, perumusan kebijakan teknis di bidang
ekonomi, sosial budaya, fisik dan prasarana, dan penelitian dan pengembangan
serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan daerah.
BAPPEDA dalam menjalankan tugas tersebut berupaya mewujudkan sistem
pembangunan daerah yang berkualitas dengan cara meningkatkan kualitas
dokumen perencanaan yang didukung oleh hasil kelitbangan dan inovasi
daerah, kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan, antar perencanaan
jangka panjang, menengah, tahunan dan antar nasional dan/antar daerah.

Renja Bappeda selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan
Rencana Kerja Anggaran (RKA) OPD. RKA Bappeda tersebut menjadi salah satu
bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Rencana Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daearh (RAPBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023. Oleh sebab itu, kualitas Renja sangat
menentukan kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Selain itu,
Renja juga menjadi salah satu dokumen yang mendeskripsikan kemampuan
Bappeda dalam melihat permasalahan kemudian disusun, dikelompokan,
diorganisasikan, diimplementasikan, dikendalikan serta dievaluasi setiap
capaian output dan outcome pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan.
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1.2. Landasan Hukum
Renja BAPPEDA Kabupaten Pasaman Barat disusun berdasarkan
peraturan perundang-undangan berikut:

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten
Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di
Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4348),

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757)”;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 dan
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah;

10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah;

11.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil
Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;

12.Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;

13.Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 18 Tahun 2012 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031;

14.Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
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Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah;

15.Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah;

16.Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2023;

17.Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis
Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

18.Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja BAPPEDA Kabupaten Pasaman Barat disusun dengan maksud
untuk menyediakan dokumen perencanaaan tahunan yang memuat program
dan kegiatan terukur sebagai dasar untuk penilaian kinerja BAPPEDA serta
sebagai perangkat untuk menciptakan perencanaan pembangunan yang

terintegrasi pada Tahun 2023.

Adapun tujuan penyusunan Renja BAPPEDA Kabupaten Pasaman Barat

Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka
pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan selama periode
satu tahun;

2. Mengoptimalkan fungsi perencanaan pembangunan daerah di setiap bidang,
baik bidang ekonomi, sosial budaya, fisik dan prasarana, maupun penelitian
dan pengembangan;

3. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, responsif,
partisipatif, efektif, efisien, dan berkelanjutan;

4. Menyediakan informasi dan gambaran pelaksanaan fungsi serta tolok ukur
kinerja BAPPEDA Kabupaten Pasaman Barat;

5. Untuk meningkatan pelayanan masyarakat sebagai upaya untuk mencapai
visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah.

1.4. Sistematika Penulisan
Penyusunan Renja BAPPEDA mengacu pada Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian,

dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan

Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, memuat ketentuan

antara lain:

1) Memuat program, kegiatan lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai
indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi BAPPEDA;

2) Berpedoman pada Renstra BAPPEDA dengan tujuan untuk menjamin
kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran,
serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja;

3) Berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu
dan hasil evaluasi hasil Renja tahun berjalan, bertujuan untuk memastikan
bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun
pada rancangan awal Renja adalah dalam rangka optimalisasi pencapaian
sasaran Renstra;

4) Program dan Kegiatan dalam RENJA harus sesuai dengan program prioritas
sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD serta disusun selaras dengan
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program dan kegiatan yang telah disepakati oleh seluruh pemangku
kepentingan dalam Forum Musrenbang;

5) Renja disajikan paling sedikit memuat pendahuluan; hasil evaluasi Renja
tahun lalu; tujuan dan sasaran; rencana kerja dan pendanaan; dan
penutup.

6) Dokumen Renja akan menjadi bahan penyempurnaan rancangan awal
RKPD dan dan menjadi rancangan RKPD Pemeritah Daerah.

Adapun sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) BAPPEDA
diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang, Menguraikan gambaran umum penyusunan rancangan
Renja BAPPEDA, pengertian ringkas tentang Renja BAPPEDA, proses
penyusunan Renja BAPPEDA, keterkaitan antara Renja BAPPEDA dengan
dokumen RKPD, Renstra BAPPEDA, dengan Renja K/L dan Renja provinsi,
serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum, memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan
pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang
mengatur tentang SOTK, kewenangan BAPPEDA, serta pedoman yang
dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran
BAPPEDA.

1.3 Maksud dan Tujuan, Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari
penyusunan Renja BAPPEDA.

1.4 Sistematika Penulisan, Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja
BAPPEDA, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BAPPEDA Tahun Lalu dan Capaian Renstra
BAPPEDA, Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan
Renja BAPPEDA tahun sebelumnya, capaian Renstra BAPPEDA
berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja BAPPEDA
tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BAPPEDA, memuat kajian terhadap capaian
kinerja pelayanan BAPPEDA berdasarkan indikator kinerja yang sudah
ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 2007.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BAPPEDA, memuat
sejauh mana tingkat kinerja pelayanan BAPPEDA dan hal kritis yang terkait;
permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas
dan fungsi BAPPEDA, dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi
kepala daerah, dan terhadap capaian program nasional/internasional,
seperti SPM dan MDGs (Millenium Developmnet Goals); tantangan dan
peluang dalam meningkatkan pelayanan BAPPEDA dan formulasi isu-isu
penting berupa rekomendasi dan catatan strategis.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD, Berisikan uraian mengenai proses
yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan
hasil analisis kebutuhan; Penjelasan mengenai alasan proses tersebut
dilakukan; dan penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat, menguraikan hasil
kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku
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kepentingan, baik dari masyarakat, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi
maupun berdasarkan pelaksanaan musrenbang.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN BAPPEDA

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, memuat penelaahan yang
menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan tugas
pokok dan fungsi BAPPEDA.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja BAPPEDA, didasarkan atas rumusan isu-isu
penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BAPPEDA yang dikaitkan
dengan sasaran target kinerja Renstra BAPPEDA.

3.3 Program dan Kegiatan, memuat faktor-faktor yang menjadi bahan
pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, Uraian garis besar
mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, total kebutuhan dana/pagu
indikatif, dan penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai
dengan rancangan awal RKPD.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat uraian tentang rencana kerja dan pendanaan masing-masing
program/kegiatan yang mendukung tupoksi BAPPEDA dan prioritas
pembangunan Pemerintah Daerah

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka
pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai
dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.
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BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BAPPEDA Tahun Lalu dan Capaian Renstra
BAPPEDA

Evaluasi pelaksanaan Renja Bappeda dinilai dengan membandingkan
realisasi capaian program pembangunan terhadap target kinerja yang telah
ditetapkan dalam dokumen Renstra Bappeda. Melalui evaluasi akan diketahui
permasalahan atau kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian target
kinerja. Evaluasi capaian target kinerja juga menjadi bahan pertimbangan dalam
merumuskan rencana kerja program pada tahun anggaran berikutnya
berdasarkan tolok ukur yang telah ditetapkan. Selain itu, Evaluasi pelaksanaan
Renstra Bappeda memberi gambaran tentang realisasi program/kegiatan yang
tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan atau realisasi
program/kegiatan yang telah memenuhi/melebihi target kinerja hasil/keluaran
yang direncanakan. Sehingga, dapat ditelaah faktor-faktor penyebab tidak
tercapainya atau terpenuhinya kondisi melebihi target kinerja program/kegiatan,
agar selanjutnya dapat diambil kebijakan/tindakan perencanaan dan
penganggaran untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Pada tahun 2021, BAPPEDA Kabupaten Pasaman Barat melaksanakan 4
program yang terdiri dari 15 kegiatan dan 40 sub kegiatan, sementara pada tahun
2022 BAPPEDA Kabupaten Pasaman Barat melaksanakan 4 program, 15 kegiatan
dan 37 sub kegiatan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019).
Evaluasi pelaksanaan Renja BAPPEDA tahun 2021 memuat pencapaian target
kinerja tahun 2021 berdasarkan rencana kerja tahun 2021. Sementara, evaluasi
pelaksanaan Renja BAPPEDA tahun 2022 memuat perkiraan capaian kinerja pada
tahun berjalan, dikaitkan dengan pencapaian target Renstra BAPPEDA pada tahun
sebelumnya serta yang akan datang. Hasil evaluasi terhadap realisasi capaian
kinerja Bappeda pada tahun 2021 serta perkiraan capaian kinerja tahun berjalan
(T.A 2022) disajikan pada Tabel 2.1.1 (T-C.29) dan tabel 2.1.2 di bawah ini:
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Tabel 2.1.1, (T-C.29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapalan Renstra OPD s.d. Tahun 2021
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pasaman Barat
PMDN 13 PEMUTAKHIRAN Target Kinerja Program dan Keglatan Tahun 2021 v a.!;m T
T
Target Kinerja Capaian Renstra Realisas] Target Kinerja dan Tmmmlm
Kode Urusan/Bidang Urusan Urusan/Bidang Urusan Pada Tahun 2029 2020 Targot Rooja Tahun 2021 | Reslisssi Renja Tahun 2021 Tingkat Reallsasi ' Realisasl capalan Program dan Program dan
PomeriiahanD s Indikator Kinerja Program Pemerint AR Indikator Kinerja Program Tahun 2021 (%) Keglatan s/d Tahun 2022 Keglatan e/d Tahun
Program/Keglatan o {output) koqiatan | [Qutcome)iegiatan (output) 2022 (%)
K " K Re s K Rp K J_ap K Re ki) Rp K Rp
2 4 [ 7 8= (1) 9 10= (54749 =108
9.175.526.550 100% 5.426.760.490 | 90,12% 5022082713 90% 93% $5.233.170.533 5.233.170.533
100% 2014.449.489
o PROGRAM PELAYANAN P 8720428960 | 100% LI 100N 5354280770 97,48% 4957, 97.46% 9% 100% 5048, 100% 5,048,170, 100% 100%
ADMINISTRAS! |parkantoran
o1 o1 PROGRAM PENUNJANG Cakupan pelaysnan penunjang 100% 8.008.426.960 100% 4510576851 7% 4.296.696. 75,00% N 100% 4392593, 100% 4.392.583, 100% 100%|
URUSAN PEMERINTAHAN urusan pemerintahan daerah
DAERAH KABUPATENKOTA
alor] o Penyedisan Pelayanan Persantase pelayanan 0% 604,424 002
o1 01 | 201 Nilal SAKIP BAPPEDA 9 dok 35.116.200 “ - B dok 3365000 Adok 18.511.201 100% 100%| 8dok 50.872.000| 8dok 50.872.000 | 100,00% 100%
Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
Moz o Partyusunan Dokumen 7 dok 18.228.000 8 dok 13818000 6 dok 10.307.250 100% 5% 6 dok 28.996.000 6 dok 20.996.000 | 100% 100%
Perancanaan Perangkat Daerah
o1 o1 j201| o7 Evaluasi Kinarja Perangkat Daerah 2 dok 16.888.200 2dok 9.567.500| 2dok az04.01m1 100% B6% 2 dok 21.876,000 2 dok 21.876.000 [ 100% 100%
of| o1 | 202 [ 100% 3.706.954.535 100% 3812616538  100% 3674240789 100% 100%| 100% 3.520.762.662)  100% 3.520.762.662 | 100% 700% |
| Parangkat Daorah
e1] o1 f202] ™ Panyediagn Gaji dan Tunjangan | Jumlah PNS yang mendapat gal | 33 orang 3,500,649 535 33 orang 3606.511536| 32amng 3472395280 o 96% | 31 orang 37294172662 | 31omng 3294.172662 | 100% 100%
ASN dan tunjangan
01 01| 202| 02 Penyeciaan Adminisiresi Penysdisan honorsnium petugas 12 bulan 139.655.000 12 butan 139.655.000) 12 bulan !SSNW 100% % -
Pelaksanaan Tugas ASN |pangsicia keuangan
01] 01| 202| 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan 'ﬁmmm 12 bulan 66,450,000 12 bulan 86.450.000 12 bulan 66 450,000 100% 100% | 12 budan 226590000 | 12bulan 226.590.000 |  100% 100%
Ww pelugas pangelols keuangan
of| of | 203 Administrasi Barang Millk Lovel Maturitss SPIP BAPPEDA | 589 unit 57.562.500 589 unit 54.850, 588 unit 50,172.000 100% §1% | 589 unit 48.850.000 | 389 unit 1850000 | foo% | 100%
Dawcah pada Perangitat Daorah
01] 01203 02 Pangamanan Barang Millk Daorah | Jumiah Non PNS [THL) yang 2 orang 30.870.000 2 omng 26,400,000 2 orang 28.972.000 100% 99% | 2omng 29.400.000 | 2 orang 29.400.000 | 100% 100%
SKPD melaksanakan pangamanan BMD
|pads BAPPEDA
01) 01| 203| 08 Panatausahasn Barang Milik Jumish PNS dan THL petugas 2omng 28722500 2omang 25450000 3 crang 21.200.000 100% 83%| 2orang 19.450.000 | 2orang 19.450.000 |  100% 100%
Dasrsh pada SKPD Penatnusahaan Barang Millk
Daarah (BMD)
or| o1 | 208 |Administras! Umum Perangkaf | Level Maturitas SPIP BAPPEDA |  100% 3.538.178.850 100% ©1.237.365 | 100% 55.884.042 100% 0% 100% 67.080.810 |  100% 67.088.810 | 100% 100%
Davrah
0| o1 |[208] 01 [Parryediaan Romponen instalasl | Jumiah pemenuhan Kebuluhan 1 Pakat 4002075 1 paket 4911500 1 paket 4795 000 100% 98% | 1 pakat 7022610 | 1 paket 7022610 100% 100%
Listrii/Panerangan Bangunan | panamingan dan instalas! listrik
Kantar penunjang op fantor
01] 01| 208 Panyaciaan Pemiatan dan Jumiah ATK yang dibutuhian 1 Paskat 30.000 000 1 pakot 25072080 1 pakel 28.852 600 100% 9% | 1 pakat 30000000 | 1 peket 30,000,000 | 100% 100%
Partengkapan Kantor
o1 ot | 206( 03 Paryediaan Peralatan Rumah Jurniah ponyediaan peralatan 1 Paiet 131965 1 paket 8.026.785) 1 paket 7.621.182 100% 84%| 1 pakel B079.200 | 1 paket 8.079.200 [ 100% 100%
Tangga rumih langga dan alat pambersih
of] 01 [ 206| 05 |Panyediaan Barang Cetakan dan | Jumiah Blanko SPT, SPPD, 1 Pakst 22.692.100 - 1 paket 18.227.000] 1 pakst 14615250 100% 80%| 1 paket 21.987.000 | 1 pakel 21987000 | 100% 100%
Panggandaan Kuitansi dan map Bappsda yang
| dbutuhkan
of| af | 208 'Fw-n-.u-m-m Lavel Maturitas SPIP BAPPEDA |  100% 135.560.000 | 1W00% 123862500 |  100% PLTTIAIT 100% 7% 100% 150,050.750 | 100% 158.053.750 |  100% 100%
Urusan Pemerintahan Daerah




Perkiraan realisasi Renstra o/d Tahun
PMON 13 PEMUTAKHIRAN Target Kinerja Program dan Keglatan Tahun 2021 S S ——
Yarget Kinerja Capalan Renstra Roalisasi Target Kinerja dan Tmmum Tinghat capslan
Kode UseoaBitiang Unssse UrssaiEidang Untan Pada Tahun 2023 Mwnmum i zy | Tingkat Realisasi i Realisas| capalan Program dan |  Program dan
P asrat dan | Indialer Kinadja Program e U vau | Indikator Kinerja Program Target Resja. T Reallatl Rords Tahow Tahun 2021 (%) Kogiatan sid Tahun 2022 | Keglatan sid Tahun
{Outcome)keglatan (output) {Outcome)hegiatan {output) 2022
Program/Kegiatan Program/Keglatan/sub keglatan 2022 (%)
K Rp K Re K Rp K | w kK [ m x | ® KT Re K ke
] [ 7 8 (1%) 0= (47+48) 112100
oi o1 | 208| 02 Parry lasa Frakuans! penyed h 12 bidan 107.100.000 < t2buan 102,012.500] 12 buian r2e2a417 100% 71%| 12 bulan 120103750 | 12 budan 120103750 |  100% 100%|
Surnbar Darya Air dan Listrk lintrik dian air uniuk opetasional
antor
01) 01| 208) 04 {Paiyediaan Jasa Pelsyanar 1. Frekuensi panyediaan jasa 1,12 hall 28.450.000 o 1 12kali 21650000 2 orang 10.050000] 1. 100% 92%| 1. 12kail 37.950.000 [ 1. 12 kall 7050000 | 100% 100%
Umum Kantor pambecsihan landscape kantor |2 2 ocang 2 2oming 2. 100% 2 2omng 2 2o0mng
2 Jumiah Non PNS (THL) yang
malaksanakan tugas K3
03| of | 02 Penysdisan Pemeliharaan | Jumiah sarana dan prasarana 45 158.257.850
Rutin/Berkala Serana dan | yang dipalihara Unit/Paket
Prasarana Perkantoran dan
Aparatur
o) of | 209 Pemeiiharaan Barang Milik Lovel Maturitas SPIP BAPPEDA | 57 unit 107,398,375 - - 100% 228158750 | 100% 205.798.750 100% 00%| 57 unit 208.316.250 | 57 unit 208.316.250 | 100,00% 100%
| Daorah Penunjang Urusan
Pemerintahan Deerah
o1 ot |209| 01 F Jasa Pomel 1. Jumiah dinsa yang |1, 23 unit 147 673375 1. 23 unit 100.541.250( 1 23unit 177.783.950( 1. 100% 93%] 1.283um 168591250 | 1. 23 unil 160501260 | 100% 100%|
Bisya Pemuaiharaan dan Pajak skan dilskukan pemelibarsan dan (2. 3 orang 2.5 omng 2 4omng . 100% 2 Jorang 2 3omng
Kendaraan F Dinas pajak/
| atau Kendoraan Dinas Jsbatan |2 Jumiah Non PNS (THL) yang
melaksanakan lugas pemeliharaan
kandaraan
01| 01 208 06 | Pemalinarsan Fersiatan dan Masin| Jumiah aiat slekironk penunjang | 34 unit 39,725,000 BET 37617500] 34 orang 28002800  100% 74%| 34unt 39725000 | 34 unit 39725000 | 100% 100%
Lainnya oparasional administras!
| porkantoran yang dipelihar
o] o1 |200] oo Pomelinaraan/ Rehatilitas: Jumiah gedung kantor yang 1 unit 10.000.000 - . .
Gadung Kantor dan Bang, lihy
Lainnya
o3| o1 dan | Py P rapat 50% 171.209.012
koordinasi dan konsultasd yang
diikut! .|
Administras! Umum Perangkat | Level Maturites SPIP BAPPEDA 12 kel 200.000.000 - . 12 all 170.165.000] 12 kal 171.820 600 100% 9% | 12kal 200000000 |  12kall 200,000,000 |  100% 100%
Daerah
01] 01 | 206| 09 Penyalanggaraan Rapat Jumiah rapat koordinas/ dan 12 kaf 200.000,000 - - 12 kealf 179.165.000( 12 kall 171.820.600 100% P6% 12 kall 200.000.000 12 kall 200000000 [  100% 15‘"
Koordinasl dan Konsultasi SKPD  |pemerintah provinsi dan pusat
(KAL) yang dilkutl dan penyedian
makary/ minum rapat koordinasi
intemal BAPPEDA
03| 02 ]mm&mﬂ immm 6% 43.106.420
GARANA DAN PRASARAN  |an prasarana aparatur
APARATUR
nn PROGRAM PENUNJANG kup 00% 25.000.000 00% 27.500.000)  100% 27.500,000 100% |  100% 100% samzse|  100% 0.0 100% 100%
URUSAN PEMERINTAHAN urusan pemerintahan dasrah
DAERAH KABUPATENKOTA
03| 02| 02 Pengadaan Jumlah Pengadean 17 Unit 43.106.420
Paralatan/Kendaraan dan | peralatan/kandaraan dan mesin
Masin
o1 | 01 | 207 Pangadaan Barang MIllk Dasrah | Lovel Waturifas SPIP BAPPEDA | 2 unit 25.000,000 - BT 27500000 | funit 77.500.000 0% | 100%| 2unit 527700 2unht S1.2TT.200 | 100% 100%
‘mmm
o1 [ 01 [207] o1 [Porg: Jurniah 1 unit 18,000 000 E - .
Parorangan Dinas atau Kendaraan | dnas
Dinas Jabatan
01] 01| 207| 06 Pengadaan Paralatan don Mesin | Jumiah pengadasn peralatan 1 unit 7.000.000 . 1unit 27500000 Tund 27.500.000 100% 100%| 2unit 53.277 290 2unit 53277200 | 100% 100%
Lainnya alsktronik panunjang oparasional
kantor dan administrasi
|perkanioran
ot} 01 |207) 11 Pangadaan Sarana dan Prasarana |Jumiah sarana dan prasarana - 1 unit 0 unit - - - -
Pandukung Gedung Kantor atau | pandulung yang dibangun/ rehab
Bangunan Lainnya
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Trget Kinra Capalan R |, s Tt e e b s ol Tingkat capaian
Koda UrisanfBidang Urusan Unssan/Sidang Urusan Pl x2 Target Reoja Tahun 2021 | Reafsasi Renja Tahun 2071 | 1710k Reatsas! n2 Raskosel capiies Program dan | Progrm tan
PnariatatanDitak dia Indikator Kinerja Program PeiaariniahiriDasrsh di Indikator Kinerja Program argel Tahun 2021 (%) Keglatan sid Tahun 2022 Keglatan sid Tahun
{Outcome)kagiatan (Qutcome)hegiatan
ProgramKegiatan (e | programKegiatanisub kegiatan el i
K Rp K | m K Re K] ™ K l_np kK [ w k| Rp K | ® |
2 4 5 7 8a (718) 10= (5+749) 11=10/8
4/03| 0§ PROGRAM PENINGKATAN 'mm 100% 27754300
KAPASITAS SUMBER DAYA |kapasitas aparatur yang
| APARATUR profesional ==
s[or] o PROGRAM PENUNJANG |Cakupan pelayanan penunjang |  100% 112.636.500 . . . . 100% #5.373000 | 100% #5.373.000 | 100% 100%
URUSAN PEMERINTAHAN urusan pemerintahan daerah
DAERAH KABUPATENKOTA
’_4-73" 0| 0 Bimbingan Teknls Jumiah pegawal yang 4 Orang 27784300
implementasi peraturan Bimtek/Diklat
| perundang-undangan
§|os| or|208 ) Level Mat SPIP BAPPEDA | 40 orang 112.636.500 . - . - . -| 7 orang 85.371.000 | 7orang 85.373.000  100% 100%
Perangkat Daerah
S5|ot| o1 [206] 02 Pangadsan Pakalan Diinas Jumiah PNG penerima pakaian Toang 48 .500.000
besarts Atritut Kelengkapan dinas
5/01| 071|205 09 Pandidikan dan Pelatihan Pegawal | Jumiah PNS yang mangikull Diklal | 3 orang 31.500.000 . . Jomng 36348000 | Jorang 365,348 000 100% 100%
Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Prajabatan dan Dikist
L Kepamimpinan (PIM)
§lo1] o1 ]205] 11 Bimbingan Teknis Implamentasi | Jumiah ASN yang mengikull domng 31.63.500 - 4 orang 50025000 | 4omng 50025000 | 100% 100%
Peraturan Perundang-Undangan | Bimiek Peninghatan Kapasites
Pegawal
4103|158 PROGRAM 1. Persentase ketersedlaan data 100% 105.171.750
PENGEMBANGAN atatistik dan pembagunan
DATAINFORMAS! daerah
2. Jumiah kajlan litbang yang
Jumiah kajian litbang yang
ditindak lanjutl
5|08 02 |PROGRAM PENELITIAN DAN 1. Persentase hasil kelitbangan 100% 447,099,590 . o 100% T2ATOT0|  B0% mﬁjl B0% 0% 75% 185.000.050 100% 185.000.050 |  50% 100%
PENGEMBANGAN DAERAH  |yang ditindaklanjutl
2. Persontase inovasi daerah
Jyang ditindak lanjuti
4|03 15| 05 Panyusunan Profil Daerah | Jumiah dokumen/buky data dan 0 Dok 5.875.000
profil dasrah
FICIEGED Fasiiitas! Dewan Riset Jumiah rekomendusi kebljakan 3 Kall 30,350,500
Dasrah (DRD) Dewan Riset Daerah (DRD) Kab. Rapat DRD
Pasaman Barat
§|05)| 02 |20 Panefitian dan F p 100% 297.099.500 . - - N . -] 100% 75000000 |  100% 75.000.000 [ 100% 100%
Bidang Penysienggaraan kolitbangan
Pamerintahan dan Penghajian
Paraturan
5|o6| 02]201] 02 Faslitas, Pelaksanan dan Jurnish dokuman Rencana Induk 1 dok 217.096 550
Evalunsl Ponslitian dan Nelilbangan (RIK)
Pangembangan Bidang
Kalombagaan dan
Perumusan Rekomendasi Alns | Jumiah rapal / diskusi aktual 4
Rencana Penstapan Parsturan | Dewan Riset Daerah (DRD) yang
Barudan/atay Evalunsl irhacep | dfasifitesl Jumiah rapat / dskusi
Pelaksanaan Peraturan aktual Dowan Risel Dasrsh (DRD)
|| tasitosi
5|05| 02201 12 Pangelolaan Data Kelitbangan dan | Jumish rapat koordinasi 12 80.000.000 - 12 bl 75.000.000 12 kall 75.000.000 | 100% 100%
Paraturan kelitbangan dan peraturan yang
dilkut
OEEES Koordinasi Bidang Statistlk, | Parsentase hsesusian program 1008 67.342.250
Panelitian dan pembangunan bidang statistik
Pengembangan dan Jitbang dengan dokumen
perencanaan daerah
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Realisani Ti Kinerja T Program dan Keglatan
v . mu:.d“m:m n::lw?mm Tingkat capalan
Kode Urusan/Bidang Urusan Urusan/Bidang Urusan B Ty 3 220 B Tahun2021 | Reallsast Renja Tahun 2029 | Tingkat Realisasi w2 Rostlamsl capalan Programdan | Program din
PamerintahaniDoorah dan | MGkator Kinera Program | PREEERTE D | indikator Kinerja Program WO g Tahun 2021 (%) Keglatansid Tahun 2022 | Kegiatan s/d Tahun
{Outcomej/kegiatan (Outcome)koglatan
ProgramiKegiatan 10U} | programiKigiatanisub hegiatan i B2
Kk | 0w K ) X R K R K | m " [ kK | m K |
2 4 7 = (1) [ 0= (5¢7+9) =108
03| 15| 4 Sistom Inovasi Dasrah 1. Penyusunan Rencana Induk 3 Kall 1.595.000
Kalithangan (RIK)
2. Fasliitasi Labor inovas!
dengen LAN
W or | 204 Inovasi dan Katagori capaian Innovation 100% 150.000.000 . =| 4B inovasi 724797200 1app 65.218.828 100% 80% | 50 inovasi 110.000.050 | 50 Inovasi 110.000.050 |  100% 100%
Taknologi G Award (IGA)
05| 02 |204| O3 Diseminasi Janis, Prosedur dan | Jumiah inovasi OPD 52 inovasi 150.000.000 =| 45inovasl T2479.720] 25 inovasi 65276 828 56% 90% | 50 inovesi 110.000.050 | 50 inovasl 110000050 |  100% 100%
Metods Penysienggaraan
| Pemurintahan Daerah Yang
Borsifal Inovatf
03| 20 PROGRAM PENINGKATAN | Jumiah OPD dongan dokumen 100% 5.500.000
KAPASITAS KELEMBAGAAN |perencanaan sesual requlasi
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
PROGRAM PENUNJANG Cakupan pulayanan penunjang 100% 50,000.000 100% 203.085.850 100% 203.065.850 |  100% 100%
URUSAN PEMERINTAHAN urusan pemerintahan daerah
DAERAH KABUPATENKOTA
03| 0| 208 Bimbingan Teknis tentang | Jumiah aparatur perencana 43 Orang/ 5.500.000
Poruncanaan Pembangunan | yang mengikuti Bimek orp
Daeral
of | o1 | 208 Administrasl Kepegawalan Lovel Mahurftas SPIP BAPPEDA | 85 orang 50,000,000 B B . : - 85 orang 203.065850 | 55 orang 203085850 | 100% 100%
Perangkat Daorah
o1) 01208 10 Souinlisasl Peraturan Perundang- | Jumiah ASN yang mengiiut 55 orang 60,000 000 . -| S5omng 203065850 | 55 arang 203.065.850 |  100% 100%
Undangarn sosialisasi peraturan penndang
undangan
|PROGRAM PERENCANAAN |Persentase OPD dengan nilal 100% 260.952.950
PEMBANGUNAN DAERAH | dokumen perencanaan minimal
baik
01| 02 PROGRAM PERENCANAAN,  |Cakupan palayanan penunjang - 370,000,000 B A 100% 502.708.060) 100% 384,364.100 g < 8dok 352088.771] Bdok 352.086.771| 100,00% 100%
PENGENDALIAN DAN urusan pemerintahan daerah
EVALUASI PEMBANGUNAN
o3| 2f | of Po ppartisipasi | Jumiah dokumen hasil 100k 074,500
masyarakar daism musrenbang
|perumusan program dan
| habijakan pelayanan publik
or| oz | 201 F dan nilal 3 dok 67.000.000 . B 3dok 53.800.000 |  3dok 3.558.450 100% S59%|  dok 60.000.000 | 3 dok 60.000.000 ( 100% 100%
Pandanaan komponen perencanaan pada
Haian SAKIP
01] 02201 04 | Koordinasi Pelaksanaan Forum | Jumiah dokuman hasil Forum 1 dok 5.000.000 - 1 dok 5.000.000 1 dok 4,186.000 100% 84% 1 dok 5.000.000 1 dok 5000000 | 700% 100%
SKPDLintas SKPD Perangkat Daerah
o1 02| 201 05 Pelaksanaan Musrenbang Jumiah dokumen hasil 1 dok 37.000.000 . 1 dok 30.000.000 1 dok 11.961.650 100% 0% 1 ok 35.000.000 1 dok 35.000.000 | 100% 100%
Kabupaten/Kota miusnentang tingkat kabupaten
o1 o2]201] 06 Penyiapan Bahan Koordnasi | Jumiah cokumen hasi 1.dok 25,000,000 1 dok 18800000 1 dok TA408800| 100K | B%| 1ok 20000000 [ 1dok 20000000 | 100% 100%
Musrenbiong Kecamatan musnanbang tingkal kecamatan
G| 21| o8 Py Jurmlah dokumen RKPD 2 Dok 43.780.750
RKPD
of | oz | 201 Pany F dan  |Py fan nifai 6 dok 253.000.000 - < Gdok 448.909.089 | B dok 252.807.650 100% 79%| Sdok 202080771 |  Sdok 202080.771 | 100% 100%
Pendanaan | komponen perencanaan pada
{penilalan SAKIP
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Target Kineria Capaian Ransira | , Re305381 Target Kinerja dan «!T-'-thn ol Tingkal capaian
Kode Unusan/Bidang Urusan UrusanBidang Urusan el - T A Tshun202 | Realisasl Renja Tahun 2071 | TIngkat Reallsas! 122 P o o dau || PrSQEay o
. ot e | Indikator Kineja Program | RREERE T | indikator Kinedja Program arget Renja Rl Tahun 2021 (%) Keglatan d Tahun 2022 | Keglatan sid Tahun
Program/Kegiatan (Outcome)agiatan lovtput) | o o Kegiatanfsub kegiatan | OVEOmeIegiatan (output 2022 (%)
K | ® X Rp K Re K | ® ® R T X Rp kK | w
1 1 4 § 7 8= (776) ] 10= (54748) 11=10/8
s|lonja@|200] m (Analisis Kondisi Dasrah, Jumiah dokuman usulan keglatan 3 dok 50.000,000 - 3ok 61.000000f 3dok 47.255 500 100% TT%| Sk 65000000 3dok 65000000 | 100% 100%:
Petmasalahan, dan |su Strategis  |yang didanal melalul DAK, APBN,
Pembangunan Daeah APBD Provinal
slo1] e2[201] o7 Koordinael Penyusunan dan Jurniah dokumen RKPD tahun 3 dok 203 000,000 - 3ok 367000069 3dok 305552150 100% To%|  2d0k 2100771 260k 227.080771|  100% 100%)
Panatapen Dokuman Pemencanaan | 2027 beserta Perubahan Tahun
Pambangunan Daersh 2021
dloa|z| Penyusunan Rancangan Jumiah Dokiimen Rancangan 1 Dok 180.087.700
Teknohratik RPJMD Tahun | Teknokratik RPJMD Tahun 2021-
2021-2026 2028
§|or|o2|zo2 s Data dan Informal P nifai 100% 50.000.000 - E - - - - - - E g - -
Pamerintahan Dasrah Bidang  [komponen perencanaan pada
Perencanaan Pembangunan | penilaien SAKIP
Dantah
slot| o2]202] o1 | Anadists Diata dan Informast Jumiah data perncanaan 35 Data) 20,000,000 - E - -
Parencanaan Pembangunan pambangunan daerah yang
Daerah danalisis untuk dmanfoatkan
dalam penyusunan parshcanaan
daecah
5|01 02)202) 03 Pary Profil P L Jumniah profil 1 Profil 30,000,000
Daerah Katupsten/ Kota dunrah yang disusun
100% 219.054.340
5[01] @ KOORDINASI DAN _|Persentase OFD dengan nilal | 100% 350,000,600 I To0% 0995050 100% e L 346850 | 100% WA | 2% | 100%
SINKROMISAS] PERENCANAAN |dokumen perencanaan minimal
|PEMBANGUNAN DAERAH balk
4(03| 29| 03 Kaglatan Koordinas! Kesesualan program 5% B5.307.140
Pe bidang sosial
Bidang Sosial dan Budaya | budaya dengan dokumen
| perancanaan
s|or| 03200 Koordinas/ Peren Bidang | F 100% 125.000.000 . 100% 50.200.000) 100% 40.853.850 100% 6% 100% TR.000.500 | 100% T0.990.500 | 100% 100%
f B p ey
Pambangunan Hanusia monangah dan tabunan daacah
| dengan dokumen perencanaan
Perangkat Daerah
S{o1)oaf2a0o1| ot Koordnasi Pamyusunan Dokuman | Jumlah dokumen evaluasl 2dok 50.000.000 . . 100% 532980001 95% 49,853 850 E% 86% | 2dok 29.999.500 2 dok 29999500 | 100% 100%
F ygur SDGs (samaster dan
Dserah Bidang Pemerintahan tahunan)
(RPJPD, RPJMD dan RKPD)
§lot] oa|am| o2 | Asistans| Panyusunan Dokumen | Parsentase OPD Lingkup Bidang 100% 75,000,000 - 100% 50,000,000 100% §0.000000 | 100% 100%
Perencanaan Pembangunan Sosiel Budaya yang maryusun
Daerah Bidang Pemarintahan |perencanasn dengan bk
(RPJPD, RPJMD dan RKPD)




PMON 13 PEMUTAKHIRAN Target Kinorfa Program dan Keglatan Tahun 2621 AN Sip e gt Mot B
et cpn s it vt ool S—
o Pada Tahun 2023 s Target Parfa Tohin 2404 sl Ronja Tabun 2021 | TIOkat Realsasi ooy Realisasl capaian Program dan | Program dan
m,,,"'“"""“"'"'“ Indbkator Kinerja Program ,._"“""""",,m-m,“""'”” Indikator Kinerja Program S Rasfieanl Tahun 2021 (%) Keglatan s/d Tahun 2022 | Kegiatan sid Tahun
(Outcome)keglatan A (©utcome)heglatan
ProgramiKsglatan oW | programKegiatanisub kegiatan foutpy 2220%)
kK [ 0w [ Ro ¢ "o X Rp k [ m | k]| ® kK | 0w K | ®
EEE=IEE: ] i S =X = (1) 0 0= (54748) =108
A EIES Koordinasi TKPK Kabii 1. Frokuensi Monev RLRT yang 1 Dok 22084700
Pasaman Baarat
2 Frekuensi Pelaksanaan
Evalussi Jorong Tertinggal
1 Frekuans! Rakor TKPD yang
difasilitasi
4. Jumiah Dokumen LP2KD
yang disusun
5. Jumiah Profil Ketertinggalan
yang disusun
& Jumiah Dokumen SKPD
7. Jumiah dokumen Analisa
Balanfa Publik untuk
Panangguiangan Kemiskinan
5|01 03 | zof Koordinasi ‘Bidang | Persentase tivghat kessiarasan | 100% 75,000,000 0655%0] 17.747.650 %] 100% TIAMA0 | 100% 73494450 | 100% 00%
| Pemwrintahan dan dokimen peroncanaan jangha
Pombangunan Maniusla menengah dan tahunan daerah
dengan dokumen perencanaan
Parangkat Daorah
5[o1| o3 201| 03 Pelaksanaan Moniloring dan 1. Evaluasl Daerah Tertinggal 1. 1 dok 75.000.000 1. 2kal 30.065950] 1.0 kel 17.747.550]  1.0% %[ 1.1dk 73494450 [ 1. 100k 73.484.450 | 100% 100%
Evaluasi Panyusunan Dokumen |2 Evaluasi Monev SLRT yang 2 2 kall 2.1 kalf 2 1kl 2. 100% 2 2ikall 2.2 kall
[ Pambangunan tasiitasi 3 1 dok 3 Jall 3.1 kall 33339% 3.1 dok 3 1dok
Parangkat Daerah Bidang 3. Jumish dokumen LI2KD yang |4 3 kall 4.1 buku 4.0 buku 4.0% 4 1dok 4. 1dok
Pomerinishan disusun 5 1 dok 61 buku .1 buku 5, 100% 5. 3all 5 3kall
4. Rakor TKPKD
5 Parbup PKD
4|03|0f | 23 | 09 |Fasiltesi PUG 1. Jumiah Dokumen RAD PUG 1. 1 Dok 400.000
2 Jumlah Dokumen GBS 24
(Gender Budge! Statement) OPD Laporan
1 Pelaporan RANDA PUG RANDA-
PUG
3 15 Dok
GBS
5|of)| 03 |2of Koordinasi P mﬁ tingkat ko 150.000.000 122.408.650 101.808.688 83%| 100% 124.996.050 |  100% 124.996,050 | 100% 100%
Pembangunan Manusia menengah dan tahunan daersh
dengan dokumen perencanaan
Puranghat Daorah
s[o1] oafz201] o5 Koordinasi Ponyusunan Dokuman |1 Dota Manajmen Stunting (Aks . A 1 1ok 85.038.850( 1 1dok 72500750] 1. 100% B6%
Perpncanaan Pembangunan 5) 2.1dok 2.1 dak 2.100%
Daarah Bidang Pembangunan 2. Dokuman Analisls Situasl (Aksl 3. 1 dok 3. 1.dok 3. 100%
Manusia (RPJPD, RPUMD dan  [1) 41 dok 41 dok £ 100%
RKPD) 3. Dokumen RAD PUG 5.1 App 5.1 Am 5,100%
4. Dokumen Rancana Kerja 6.1 kal 6. 1 kall 6. 100%
5. Penpelolaan Apiikasi Sister
6. Terlaksananya Rembuk Stunting|
s[ot| eaf201] o7 Pelaksanaan Monilodng dan 1, Dokumen Review Kineria 1- 50,000,000 . 1ok 37368800 1.1dok 28066.938| 1. 100% |- 24006450 | 1. 100k 24956950 | 100% 100%
Evalussl Penyusunan Dokumen 2. Pelaporan 8 aksl komengenal (2. - 2 100% 2 100% 2 100% 2- 2 &l
Parencanaan Pembangunan secara langkap 3. EXL 3 4 kall 3 100% 3.
Pamingkat Daarah Bidang 3 Pelaporsn aksi PUG 4. A Akl 4 4kl 4 100% 4.
Pembangunan Manusia 4. Terlaksananys Monev PUG 5. 1 dok 5 1 dok
5. Dokumen RANOA PUG 6. 4 kall 6. 4 hal
6. palaporan RANDA PUG CP |7, 100% 7. 100%
03,05,09,12 tapet wakty
7. Capaian indikator PUG {hijau)
untuk saluruh kategort
5[otf 03|20 o8 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas [1. FGD dan fasiliiasi Aksi 1. 38 kail 100,000,000 1.38 kall 99.990.100 [ 1. 38 kail 99999100 | 100% 100%,
dan | genal Nagari 2.8 Aksi 8 Akl 2.8 Aksi
Pembangunan Daersh Bidang 2. Terlaksananya 8 Aksi
{Pembangunan Manusia Komvergens! Pencegahan Stunting
tepat wokiu
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Target Kioerja Capaian Ranstra Realisasi Target Kinerja dan Target Program dan Keglatan Tingkat eapaian
Kode Urusan/Bidang Urusan Urusan/Bidang Urusan R mlﬂ;ﬂhﬂm Realisasi Thghat Baslonl MM%MTM SRCHEaN Cupean Frop s e Pregoms das
Pemerintahan/Doerah dan | \ndWator Kinora Program | oo rarah dan | Indikator Kineda Program St R o 2021 Renja Tahun 2021 | yohum 2021 () Kegiatan s/d Tahun 2022 | Kegiatan sid Tahun
PrograniKegiatan {Outcome)/keglatan foutput) Prograniegisiasud kagiatan {Outcome)kegiatan (output) 202204
K I Rp K ] Rp K Rp K ] Rp K an K ] Rp K ] Rp K ] Rp
2 3 4 [ [} T B= (715) 9 10= (54749) 1110/
1 Penyusunan Rencana Aksl | Dokumen Rancana Aksi Dearah 0 Dok .
Dasrah (RAD) dan Pelaporan |(RAD) dan Pelaporan SDGs
§0Gs
201 | Koord Bidang | P tinglat kasel B 2dok TH13800|  2dok SHOI%0|  100% 68%
Pemarintahan dan doku jangk:
Pembangunan Manusia menengah dan tahunan daerah
| dengan dokumen perencanaan
Perangkat Dasrah
01| o4 Koordinasi Pelaksanaan Sinergltas [Jumiah dokumen evaluasl . - . - 2 dok 78138001 2 dok 5.330.150 100% 68%
dan H ksas P [ bidang sosial
Pembangunan Desrsh Bidang [budayn yang disusun
Pombangunan Pemerintahan
12 Fasilitas] Aks! Konvergensi | Jumlah aksi Konvergens 5 Aksl 86.990.750
Pencegahan Stunfing Stunting yang dlsksanakan
201 Koordinasi F MLF tnghat 5 122408550 o % 24,996,950 2459 98] 100%
Pemarintahan dan dokumen perencansan
Pembangunan Manusia menengah dan tahunsn destah
dengan dokumen parencanaan
Pacangkat Davrah
201| 05 Koordinasi Panyusunan Dokuman |1 Data Menaymen Stunting (Aksl |- - - < 1 1dok B5.039.850( 1. 1dok 72939.750| 1.100% 86%
Parencanaan Pambangunan 6] 21dok 2.1 dok 2.100%
Daerah Bidang Pembangunan 2 Dokumen Analisis Situasl (Aksi 3.1 dok 3 1dok 3100%
Monusia (RPJPD, RPJMD dan ~ [1) 4.1 dok 4, 1dok 4.100%
RKPD) 3. Dokumen RAD PUG 514pp 51 Amp 5.100%
4. Dokumen Rencans Kesja 6. 1 kall 6.1 ki 6. 100%
5. Pengelolaan Aplikasi Sister
6. Terlaksananya Rembuk Stunting|
200 oF Pelaksanaan Monitoring dan 1. Dokumen Review Kineda 1 50,000.000 - <[ 1 1dok 37,358,800 1.1Mr 28.666.638( 1. 100% %1 - 24996950 | 1. 1dok 24895950 | 100% 100%
Evalunyl Peryusunan Dokumen |2 Pelapomn § sksi konvergensi |2 2 100% 2. 100% 2 100% 2.- 2 4l
sacara langhap 3 3 4 kel 3, 4 kil 3. 100% 3. -
Peranghat Daerah Bidang 3. Pelaporan aksl PUG 4. - 4 4 kal 4 4 kail 4 100% 4 -
Pembangunan Manusis 4. Terlaksananys Monay PUG 8. 1 dok 5. 1 dok
5. Dokumen RANDA PUG 6. 4 kall 6. 4 kall
6. palaporan RANDA PUG CP 7. 100% 7. 100%
03,06,09,12 tepat wakiu
7. Capaian indikator PUG (hijau)
untuk selunh kategor
06 dinas/ K; Sehat |1. Penguatan agaan Tim . 5.374.450
dan Kabupaten Laysk Anak | Pembina
2. Penguatan Kelembagaan
Forum Kecamatan
3. Penguatan Kelembagaan
Pokfa Nagari
13 Penyusunan Grand Design | Jumiah Dokumen GDPK 100k 38.927.300
Pembangunan
Kapondudukan
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PHDN 13 PEMUTAIGIRAN Target Kinefa Program dan Koglatan Tahus 2021 e sl o dipnnlechi
Realisasi Target Kinerja dan Target Program dan
I S e g | | e | PP o g |
m""""““"w indikator Kinetja Program VrusaniBidang Ureso | indikator Kinera Program Target Renja Tahun 2021 | Reallsast Renja Tahun 2021 (%) Kegiatan skd Tahun 2022 | Keglatan sid Tahun
oo (OutcomeMhegiatan foutput) w"""""‘""’"‘f_ output) 2022 %)
K | m K Rp K R Kk | wm K Ro K Re K K Rp
z 0 7 8= (1) 10 (5+7+0) =108
5[o1] 02 PROGRAM KOORDINASI DAN | Persentase OPD dengan nilal 100% 40.000 000 1 0% 6378650 100% 72005050 100% | 100% 100% 131.050.000 |  100% 131.050.000 | 100% 100%
SINKROMISAS| PERENCANAAN |dokumen perencanaan minimal
PEMBANGUNAN DAERAH  [baik
il 2| M Koordinasi Po P program ¥
Pembangunan Bidang [pembangunan bidang ekonomi
Ekonomi dengan dokumen perencanaan
daorah
A Koordinas! tingkat kasels 100% 40,000,000 P T too% R8G50 100% 29005080|  100% | 100% 131.050.000|  100% 131,050,000 | 100% 100% |
Perekonomian dan SDA dokumen perencanain jangka
(Sumbar Dayn Alamj dan tahunan deerah
dengan dokunen perencanasn
Poranghat Dasrah
§lo1] o3 202 Koordinasl Pemyusunan Dokumen | 1. Jumiah mgpat dan pelnksanaan kaili 40.000.000 Fkall 26,378 850 3 kel 23005050 100% %] 1 dkall 131.050.000 | 1. 4 kafi 131.050.000 100% 100%
P g [ 18K 2. 1 laporan 2.1 laporan
Daarnh Bidang Perekonomian 2, Jumiah reguiasi dan kaporan
(RPJPD, RPJIMD dan RKPD) yang diterbitkan
d|loa| 2| 19 Fasifitasi TKPKP (Tim Jumlah dokumen/laporan 0 Dok -
Koordinasi Pembangunan | pelaksanaan kegiatan PKP
Kiwasan Perdesaan)
OEED l——l;mm Persentase pencapaian target 0o 247 890,088
PRASARANA WILAYAH DAN  Banaran Mist VI RPJMD
| SUMBER DAYA ALAM
S0 m rmmmm OPD dengan nilai . . 1 Too% 49873 . d = * S | .
SINKRONISAS! PERENCANAAN | dokumen perencanaan minimal
PEMBANGUNAN DAERAH  [balk
NEEAE Fasilitas] Kegiatan [PDMIP | Jumiah Dokumen/iaporan 10 Dok 247.530.045
d Partici Laporan
[ p and ingasi pada keglatan PSETK
Managemen of Irigation | IPDMIP
Projecy
5[o1| o [zoz Koordinasi Py P tinghat kosels . . B B L5 : 5 W - - - A e -
| Parakonomian dan SDA dokumen perencanaan fanghka
(Sumber Daya Alarn) menengah dan tafunan deerah
dunggan dokuthen perencanaen
Parangkat Dasrah
5|01 03| 202] 05 Fasilitasl keglatan IPDMID 1. Jurriah Daarah Ingasi (DI) yarg . =| 1. 40 Dasrsh 419823773 0%
(Integrated Participatory dilakukan penelusuran jaringan Inigasi (DI)
Development and Management of (2 Jumiahpalaksanaan rapat 2. 3 kali
Irrigation Project) monitor 310 kai
3. jumiah rapat keordinasi yang
diiaksanakan (sosialisas PPSI,
Rapat Komir, FGD)
4 Jumiah npat koordinas! yang
dilaksanakan (workshop dan rapat
kornir)
5 Jurriah pelnksanaan rapat
DEE Porsentase poncapaian targel 0% TR TR|
WILAYAH DAN Sasaran Misi Vi RPJMD
d DAYA ALAM
BIOOE lpmmomunm “[Porsentase OPD dengan nilal 100% 310,000,000 ] - 541213, 0528175 7 1 % 06065955 | 100% 408065055 125% 100%
SINKRONIGAS! PERENCANAAN (dokumen perencanaan minimal
PEMBANGUNAN DAERAH




it ety Target Kinerla Program dan Kagltan Tahun 2021 S G T AN D
Torgit Kidoilé Caplian Rk Realisasi Targot Kinerja dan T.ﬁhwi-hdl::' Tingkal capaian
Kode Unusan/Bidang Urusan Unisan/Bidang Urusan PadaTahan 2z | 000 S e Tiogha Reaaae | (18 PrIELE Do Realiasi capsian Program dan | Program dan
Pemerinishannorah dan | MIalorKineda Program | WSS ISR | jogikator Kineria Program Target Renja Tabun 2021 | Reallessi Ranja Tohan 2021 | o) ooy gy Keglatan s/ Tahun 2022 | Koglatan sid Tahun
Program/egiatan (O eglatan (output) Whﬂﬂl (Quicome)hegiatan (output) 2022 (%)
kK | w K| e K Rp kK | wm K [ ®» T Lo [ K Rp
2 4 5 7 Ba (T78) 10= (5¢7+49) 11=10/8
)| 4] 10 Koordinasi Py F kasasual program 100% 78.392.000
Pembangunana Bidang bangunana bidang PWSDA
PWSDA dengan Dokumen Perencanaan
Daerat
of | @ 203 |Koordinasi Persncanaan Bidang | Parsentese tingkat kesslarasan | 100% 80,000,000 - oo Bpazzers|  100% W2I7A2TS | f00% 208065955  100% 206.066.055 | 100% 100%
uktur den Kewllaya peren Jangka
monengah dan tahunan desrah
dengan dokumes perencanaan
Parsnghiat Desrah
ot 03] 202] o5 Penyusunan Dokumen |1 Jumish pelaksanaan rapal 1.1 Kall 20,000,000 - 1. 40 Deorah aganTI| 140 45792501 [ 1. 100% so%| 11kl 108065955 | 1. 1kail 108.085.955 |  100% 100%
Perencanaan Sembangunan monitoring 2.3 Koll Irigasi {OH) Daerah 2. 100% 2 Jkal 2 3kall
Daerah Bidang SDA (RPJPD, 2. Jumiah rapat koordinasi yang 2 Ikl Ingasi (DI) at 318K 118K
RPJMD dan RKPD) dilaksanakan (workshop dan 310kl 2 3kai Komir Ko
intemalisasi PRSI, rapat Komir) 310 kali
o1 03| 203 o5 Koordinasl Penyusunan Dokumen |1, Juniah repat koordinasi yang | 1. 2 Kl 40.000.000 & kal 8499200  6kal 36.380 684 100% Sa%| 1 2kl 100.000.000 | 1. 2kall 100.000000 [  100% 100%
Perencanaan Pambangunan dilaksanakan 218K 218K 218K
Clasran Bidang Kewllayahar 2 Jumiah SK Pengambangan
(RPJPD, RPIMD dan RKPD) Perumahan dan Kawasan
| Parmukdmian
03| 24| 06 Purencanaan dan 1. Jumiah dokumen/Laporan 1 Aplikasi 23.806.000
Pengendalian Program program
Intrastrsktur dan Infrastruktur dan parmukiman
Pormukiman Kab. Pasaman | Kab. Pasaman Barat
Barat 2 Jumiah dokumen RPIM
1. Fasiiitas! App tarkait
|updating data SSK (Stategi
Sankiial Kaixatinl = — = P I e
of| 0y | 200 Koordinasi Bidang 9 100% 80.000.000 . - 100% 36.680.800]  100% 3Z123.050| 100% 88% | 100% 100.000.000 | 1. 2 kall 100.000.000 |  1060% 100%
infrastruktur dan Kewllayahan | dokumen perencanaan jangka 218K
dan tahunan daerah
dengan dokumen perencanaan
{ Danrah
01| 03 |203] ot mem 1. Jumiah laporan inventartsasi 1.1 60.000.000 4kall 36.680.800] 4 kall 32123050 100% 88% | 1. 1 laporan 100,000,000 | 1. 1 laporan 100.000.000 |  100% 100,00%
F usulan pambx 2 4 kall 2. 4 kail
Desrah Bidang Infrastruktur 2. Jumiah rapat koordinasi, 2 4Kal
(RPJPD, RPJMD dan RKPD) i yang
a3| 01 | 18 | 07 |Koordinasi kegiatan 1. Jumish 1 Dok 43.852.T5%0
pembangunan bidang alr | pelaksanaan keglatan AMPL
minum dan penyshatan 2 Program Pamsimas di Kab.
linghungan | Pasaman Barat
Po
or( a3 | 203 K Bldang |F tingkat 100% 196.000.000 . - 100% 46.200.000f  100% a 100% % | 100% 100.000.000 i1 100.000.000 |  100% 100%
Infrastruktur dan Kewilayahan | dokumen perencanaan jangka laporan
menengah dan tahunan daerah 2 4 kall
dengan dokumen perencanaan
Dasrah
01] 03] 203| 03 Pelaksanaan Monitoring dan 1. Jumiah dokumen parencanaan | 1. 1 dok 190,000 000 10 lokasi 46.200,000] 10 lokasi 38.228 850 100% 78%| 1. 2kali 100.000.000 | 1. 2kall 100000000 |  100% 100%
Evaluasi Penyusunan Dokumen | infrastruidis 2.2 kaf 218K 218K
Parencanaan Pembangunan 2. Jumnish rapat koordinasl yang 318K
|Perangket Daecah Bidang dilaksanakan
- Infrastruktur 3. Jumiah SK Fenatapan Lokasl
|03 % ROGRA realisasi fislk dan 100% 25100750 |
PEMBANGUNAN DAERAH |
— ! s — “‘“._'.l’_ e = — AN I E——
3 PROGRAM PERENCANAAN, |Cakupan pelayanan penunjang 100%, 30,000,000 . 1 Too% 100% 20T 100%  7M| 100 25000000 | 100% 25,000,000 | 100,00% | 100%
PENGENDALIAN DAN urusan pemerintahan daerah
lum
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PMON 13 PEMUTAKHIRAN ] = 0 T 5
Target Kine A Realisasi Target Kineda dan Tmmum | Tagatospsim
Koda Urusan/Bidang Urvsan - Urusan/Bidang Urusan Pacta Tahin 223 g 2y Tehun 2021 | Realisasi Ronja Tahun 2001 | 71ROk Reslinasi s o Realisasi capalan Program dan |  Program dan
Pemarntahanoarah dan | PN Kinera Program | REEEERNIARD | indikator Kinera Program Tt P Tahun 2021 (%) Keglatan sid Tahun 2022 | Keglatan w/d Tahun
ProgramKeglatan Outeome)agietan OUPU) | o iKapiatanisub agiaten | (OACOmINagistan (output 02208
" K | w % " K | m K [ x| wm K [ ® x [ ®»
1 2 4 ] 8= 9 10= (5+7+49) 11=10%
||| o | Monitoring, evaluas) dan Jurniah dokumen 4 Laporan 2819.000
| pelaporan |evaluasiaporan hasl!
monitoring APBN/DAK
(5[ % | 7 | |Evelumsl Dohumen RKFD [Jdumiah dokumen 700k FTEITNC]
dan RPIMD | evaluasi/RKPD dan jumiah
dokumen evalunsi RPIJMD
B F-ﬂnﬂ*ﬂd- Porsantase capaian IKU dasrah | 100% " 30.000.000 : 1 ok 668200 Tdok TLOSTI|  100W|  77%| Zdok 75000000 2ok 000000 fors |  100%
Pembangunan Dascah
5[o1] 0z [ 20303 Wonitoring, Evaluas dan Jumiah laporan monilong den | 3 dok 30,000,000 1 1ok 16636200 1 dok 12,058 750 100% % 240k 25000000 200k 25000000 | 100% 100%|
| Panyusunan Laporan Berkala evaluasi lerhadap RKPD Tahun
2022, DAK Tahun 2022, dan
Dwwrah Mane Ranja Porangkat Deerah
Tahun 2022
% Rata-Rata Reallsasi Capaian 79%
Faktor Pendukung
1. Anggaran untuk pelaksanaan aktifitas dalam sub kegiatan tersedia dengan jumiah memadal
2. Komitmen p dalam pel sudah sesual dengan rencana awal
3, Sebagian besar tahapan perencanaan pembangunan telah berjalan sesuai dengan kalender perencanaan dan Rencana operasional kegiatan.
Faktor Penghambat
1. Akibat terjadinya Pandemi Covid-19 menyulitkan untuk melakukan aktifitas dengan melibatkan peserta dalam jumlah banyak, sehingga realisasl anggaran tidak terserap sesual rencana awal
2 Terbatasnya kapasitas 5DM dalam pelaksanaan Monev dan sistern Monev yang dilakukan masih bersifat manual belum berbasis sistem teknologi informasi
Simpang E) Agustus 2022

Catatan :
1 Kode Program,

®m N R W N

, kegiatan, Sub Kegiatan
Program dan Kegiatan serta Indikator sesual dengan PMDN 13
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Indikator sesual dengan PMDN Pemuktahiran
Target Renstra Kinerja dan Keuangan Tahun 2022
Realisasi Kinerja dan Keuangan s/d Tahun 2019
Target Kinerja dan Keuangan Renja Tahun 2020
Realisasi Kinerja dan Keuangan Renja Tahun 2020
Tingkat capaian Kinerja dan keuangan Tahun 2020 (perbandingan realisasi tahun 2020 dengan Target 2020)
Target Kinerja dan Keuangan Renja Tahun 2021

10 Realisasi capaian Kinerja dan Keuangan (jumlah Kolom 5,7 dan 9)
11 Perbandingan antara realisasi capaian Kinerja dan Keuangan sampal dengan Tahun 2021 dengan target 2021

8 200212 2 005
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Pada tahun 2021, Bappeda Kabupaten Pasaman Barat mendapat alokasi
anggaran APBD sebesar Rp 5.888.579.433,00 (lima milyar delapan ratus delapan
puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus tiga
puluh tiga rupiah). Alokasi tahun 2021 digunakan untuk mendukung tujuan dan
sasaran Bappeda mewujudkan sistem perencanaan yang berkualitas. Penggunaan
anggaran Bappeda pada tahun 2021 diuraikan ke dalam 4 (empat) program yang
terdiri dari 15 kegiatan dan 40 sub kegiatan. Berdasarkan tabel T-C.29, progress
dan realisasi program dan kegiatan tahun 2021 sebesar Rp 5.306.665.000,00
(ima milyar tiga ratus enam juta eram ratus enam puluh lima ribu rupiah)
atau terealisasi sebesar 90,12%. Sementara masih terdapat anggaran sebesar Rp
581.914.433,00 (lima ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus empat belas
ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah) atau tidak terealisasi sebesar 9,88 %.
Anggaran tidak terserap 100% dikarenakan pada tahun 2021 dilakukan refocusing
anggaran untuk mendukung penanganan Covid-19.

Anggaran Bappeda 2021 terdiri dari 4 (empat) program. Keempat program
tersebut dibagi ke dalam dua jenis, yaitu program yang mendukung pelaksanaan
kegiatan harian atau yang bersifat rutin dan program yang mendukung
pelaksanaan tugas dan fungsi teknis Bappeda. Adapun program yang bersifat rutin
adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota terdiri
dari Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur, Program Pengembangan Data/Informasi sebesar Rp
4.296.696.859,00 (empat milyar dua ratus sembilan puluh enam juta enam
ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh sembilan
rupiah). Rata-rata realisasi anggarannya pada Program Penunjang Urusan
Pemerintah Kabupaten/Kota terserap sebesar 95% atau hanya menyisakan
sebesar 5% dari anggaran yang tidak dapat direalisasikan. Sementara untuk
kegiatan teknis, yaitu Program Perencanaan Pembangunan yang mencakup
kegiatan Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya, Program Perencanaan
Pembangunan Bidang Ekonomi, Prasarana Wilayah dan SDA dan Program
Pengembangan dan Penelitian Daerah dialokasikan pagu sebesar Rp
1.009.968.141,00 (satu milyar sembilan juta sembilan ratus emam puluh
delapan ribu seratus empat puluh satu rupiah). Rata-rata realisasi anggaran
Bappeda yang bersifat teknis untuk tahun 2021 sebesar 73%. Berikut rincian
realisasi anggaran dari 4 program dan 15 kegiatan:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Kegiatan ini dilaksanakan dengan dukungan anggaran sebesar Rp
23.386.500,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp 18.511.261,00 atau
sebesar 100%.

2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Kegiatan ini dilaksanakan dengan dukungan anggaran sebesar Rp
3.812.616.536,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp 3.674.248.789,00
atau sebesar 100%.

3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Kegiatan ini dilaksanakan dengan dukungan anggaran sebesar Rp
54.850.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp 50.172.000,00 atau
sebesar 91%.

4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Tidak direalisasikan dikarenakan dirasionalisasi untuk penanganan
dampak Covid-19.

RENCAI"\IA KERJA B-ADAN PERENCANAAN‘PEMBANGUNAN DAERAH KAE;UPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2023



5) Administrasi Umum Perangkat Daerah
Kegiatan ini dilaksanakan dengan dukungan anggaran sebesar Rp
61.237.365,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp 55.884.042,00 atau
sebesar 91%.

6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Kegiatan ini dilaksanakan dengan dukungan anggaran sebesar Rp
27.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 27.500.000,00 atau sebesar
100%

7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Kegiatan ini dilaksanakan dengan dukungan anggaran sebesar Rp
123.662.500,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp 92.773.417,00 atau
sebesar 75%.

8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Kegiatan ini dilaksanakan dengan dukungan anggaran sebesar Rp
228.158.750,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp 205.786.750,00
atau sebesar 90%.

Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Program ini dilaksanakan untuk menjawab tujuan dan sasaran Bappeda

Kabupaten Pasaman Barat. Adapun keluaran dari kegiatan ini berupa

dokumen perencanaan demi mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang

berkualitas. Kegiatan ini dilaksanakan dengan dukungan anggaran sebesar Rp
519.344.269,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp 396.422.850,00 atau

setara 69%.

1) Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
Kegiatan ini menyerap anggaran sebesar Rp 384.364.100,00 atau sebesar
76% dari target anggaran sebesar Rp 502.709.069,00

2) Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan
Daerah
Kegiatan ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp 16.635.200,00 dan
teralisasi sebesar Rp 12.058.750,00 atau sebesar 72%.

Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Program ini bertujuan menjaga kesesuaian pencapaian sasaran perencanaan

lima tahunan dengan tahunan, konsistensi perencanaan pembangunan

ekonomi dengan rencana tata ruang Kabupaten Pasaman Barat, keterpaduan
program/kegiatan pembangunan Bidang Sosial Budaya Kabupaten Pasaman

Barat, menjaga kesesuaian pencapaian sasaran RPJMD dengan realisasi

tahunan bidang Pengembangan Wilayah, Sumber Daya Alam dan Lingkungan

Hidup. Kegiatan ini dilaksanakan dengan dukungan anggaran sebesar Rp

786.178.823,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp 548.268.463,00 atau

setara 69%. Program ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan yaitu :

1) Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Kegiatan ini dilaksanakan dengan dukungan anggaran sebesar Rp
58.298.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp 49.853.850,00 atau
setara 85%.

2) Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA
Kegiatan ini dilaksanakan dengan dukungan anggaran sebesar Rp
26.378.650,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp 23.005.050,00 atau
setara 87%.

3) Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
Kegiatan ini dilaksanakan dengan dukungan anggaran sebesar Rp
121.390.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp 104.732.584,00
atau setara 86%.

RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2023
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4, Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

1) Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena ada kebijakan refocusing
anggaran tahun 2021 sehingga target output kegiatan ini tidak tercapai.

2) Pengembangan Inovasi dan Teknologi
Kegiatan ini dilaksanakan dengan dukungan anggaran sebesar Rp
72.479.720,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp 65.276.828,00 atau
setara 90%.

Secara umum, rata-rata capaian program/kegiatan dapat terealisasi dengan
baik dengan realisasi capaian fisik 100%, kecuali kegiatan yang anggarannya
digunakan untuk refocusing penanganan Covid-19. Program/kegiatan dapat
terealisasi dengan baik dikarenakan anggaran tersedia dan sumber daya yang
tersedia dapat dioptimalkan dengan baik, selain itu, kegiatan tersebut merupakan
kegiatan rutin organisasi. Penyerapan anggaran tidak mencapai target 100%
dikarenakan adanya efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Bappeda Kabupaten
Pasaman Barat. Penyerapan tidak mencapai 100% pada kegiatan teknis
disebabkan oleh adanya kebijakan pencegahan Covid-19 yang membatasi
pelaksanaan kegiatan dengan mengumpulkan massa dengan jumlah banyak.
Tidak ada faktor penghambat lain yang menjadi penghalang pencapaian output
program /kegiatan.

Tabel 2.1.2.
Evaluasi Realisasi Pelaksanaan Kegiatan BAPPEDA Kabupaten Pasaman Barat
Tahun 2021
% Capaian
Realisasi Target
INDIKATOR KINERJA Target Target (Re al%sasi
Fisik)
I | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen 6 dok 6 dok 100

L Perencanaan Perangkat Daerah

2. | BEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2dok 2dok 100

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

3. | Penyediaan Gaji dan Tunjangan 32 orang 32 orang 100
ASN

4. | Penyediaan Administrasi 12 bulan 12 bulan 100
Pelaksanaan Tugas ASN

5. | Pelaksanaan Penatausahaan dan 12 bulan 12 bulan 100
Pengujian/ Verifikasi Keuangan
SKPD

¢. _Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

6. | Pengamanan Barang Milik Daerah 2 grang 2 orang 100
SKPD

7. | Penatausahaan Barang Milik 3 orang 3 orang 100
Daerah pada SKPD

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

8. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 0 orang 0 orang -
Berdasarkan Tugas dan Fungsinya
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9. | Sosialisasi Peraturan Perundang- 0 orang 0 orang -
Undangan

10. | Bimbingan Teknis Implementasi 0 orang 0 orang -
Peraturan Perundang-Undangan

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah

.

11. | Penyediaan Komponen Instalasi 1 paket 1 paket 100
Listrik/ Penerangan Bangunan
Kantor

12. | Penyediaan Peralatan dan 1 paket 1 paket 100
Perlengkapan Kantor

13. | Penyediaan Peralatan Rumah 1 paket 1 paket 100
Tangga

14. | Penyediaan Barang Cetakan dan 1 paket 1 paket 100
Penggandaan

15. | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 12 kali 12 kali 100
dan Konsultasi SKPD

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

16. | Pengadaan Peralatan dan Mesin 1 unit 1 unit 100
Lainnya

17. | Pengadaan Sarana dan Prasarana 0 unit 0 unit -
Pendukung Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

18. | Penyediaan  Jasa Komunikasi, 12 bulan 12 bulan 100
Sumber Daya Air dan Listrik

19. | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 2 orang 2 orang 100
Kantor

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

20. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 23 unit 23 unit 100

Biaya Pemeliharaan, dan Pajak

Kendaraan Perorangan Dinas Atau 4 orang 4orang
Kendaraan Dinas Jabatan

21. | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 34 unit 32 unit 94,12
Lainnya

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

i. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan

22. | Analisis Kondisi Daerah, 3 dok 3 dok 100
Permasalahan, dan Isu Strategis
Pembangunan Daerah

23. | Koordinasi Pelaksanaan Forum 1 dok 1 dok 100
SKPD/ Lintas SKPD

24. | Pelaksanaan Musrenbang 1 dok 1 dok 100
Kabupaten/ Kota

25. | Penyiapan Bahan Koordinasi 1 dok 1 dok 100
Musrenbang Kecamatan

26. | Koordinasi Penyusunan dan 3 dok 3 dok 100

Penetapan Dokumen Perencanaan
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Pembangunan Daerah Kabupaten/
Kota
j. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
27. | Monitoring, Evaluasi dan 1dok 1dek 100
Penyusunan Laporan Berkala
Pelaksanaan Pembangunan Daerah
III | Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
k. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
28. | Koordinasi Penyusunan Dokumen 100% 95% 95
Perencanaan Pembangunan Daerah
Bidang Pemerintahan (RPJPD,
RPJMD dan RKPD)
29. | Pelaksanaan Monitoring dan 2 kali 0 kali 80
Evaluasi Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan 1 kall 1 kali
Perangkat Daerah Bidang 3 kali 1 kali
Pemerintahan
1 buku 0 buku
1 buku 1 buku
30. | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas 2 dok 2dok 100
dan Harmonisasi Perencanaan
Pembangunan Daerah Bidang
Pemerintahan
31. | Koordinasi Penyusunan Dokumen 1dok 1 dok 100
Perencanaan Pembangunan Daerah
Bidang Pembangunan Manusia 1 dok 1 dok
(RFJPD, RFJMD dan RKFD) 1 dok 1dok
1dok 1 dok
1 aplikasi 1 aplikasi
1 kali 1 kali
32. | Pelaksanaan Monitoring dan 1dok 1dok 100
Evaluasi Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan 100% 100%
Perangkat Daerah Bidang 4 kali 4 kali
Pembangunan Manusia
4 kali 4 kali
1. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
33. | Koordinasi Penyusunan Dokumen 3 kali 3 kali 100
Perencanaan Pembangunan Daerah
Bidang Perekonomian (RPJPD,
RPJMD dan RKPD)
34. | Koordinasi Penyusunan Dokumen 40 Daerah Irigasi | 40 Daerah 100
Perencanaan Pembangunan Daerah (DI) Irigasi
Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan 3 kali {DD
RKPD)
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10 kali

3 kali

10 kali

m. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

35.

Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah
Bidang Infrastruktur (RPJPD,
RPJMD dan RKPD)

4 kali

4 kali

100

36.

Pelaksanaan Monitoring dan
Evaluasi Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan
Perangkat Daerah Bidang
Infrastruktur

10 lokasi

10 lokasi

100

37.

Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah
Bidang Kewilayahan (RPJPD,
RPJMD dan RKPD)

6 kali

6 kali

100

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

IV | Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Pengkajian Peraturan

n. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan

38.

Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi
penelitian dan Pengembangan
Bidang Pemerintahan Umum

0 dok

0 dok

39.

Perumusan Rekomendasi Atas
Rencana Penetapan Peraturan Baru
dan/atau Evaluasi terhadap
Pelaksanaan Peraturan

0 dok

0 dok

0.

Pengembangan Inovasi dan Teknologi

40.

Diseminasi Jenis, Prosedur dan
Metode Penyelengaraan
Pemerintahan Daerah yang Bersifat
Inovatif

1 aplikasi

1 aplikasi

100

Pada tahun 2022 dilaksanakan sebanyak 3 program teknis dan 1 program
rutin dengan jumlah kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 15 kegiatan dan 37
sub kegiatan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019).
Program /kegiatan yang dilaksanakan tersebut mendukung pencapaian 6 sasaran
dengan 8 indikator sesuai Renstra Bappeda Tahun 2021-2026. Adapun hasil
evaluasi terhadap capaian kinerja Bappeda Tahun 2021 tertuang pada tabel di

bawah ini.
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Tabel 2.1.3.
Penilaian Capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021

Target | Realisasi Rasio
No. Indikator Kinerja Capaian Predikat
(o)

Persentase tingkat keselarasan dokumen
perencanaan jangka menengah dan

1" | tahunan daerah dengan dokumen =% e 10467% | Sangat Baik
perencanaan Perangkat Daerah
2 Persentase capaian IKU daerah 88,14% 95,98 % 95,98% Baik

Persentase pencapaian nilai komponen

4 perencanaan pada Penilaian SAKIP R W% 101,91% | Sangat Baik

4 | Persentase implementasi kelitbangan 80% - - =
Kategori capaian Innovation Goverment Sangat ;

5 | Award (IGA) Iiowatif | K [ GGETE | - Sedeng

6 | Nilai SAKIP BAPPEDA B AA 100% Sangat Baik

7 | Level Maturitas SPIP BAPPEDA 3 3 100% Sangat Baik

8 Persentase penurunan jumlah temuan 50% 50% 100% Sangat Baik

BPK atas laporan keuangan BAPPEDA

Berdasarkan tabel di atas, tingkat capaian realisasi kinerja Bappeda untuk tahun
2021 dapat dikelompokan menjadi tiga kategori. Pertama kategori capaian kinerja
Sangat Baik, dapat dilihat untuk capaian kinerja penyelarasan dokumen
perencanaan jangka menengah dan tahunan daerah dengan dokumen
perencanaan perangkat daerah, Persentase pencapaian nilai komponen
perencanaan pada Penilaian SAKIP, Nilai SAKIP Bappeda, Level Maturitas SPIP
Bappeda, Persentase penurunan jumlah temuan BPK atas laporan keuangan
Bappeda. Indikator ini melebihi target karena didukung oleh tingginya komitmen
pimpinan, dan baiknya pemahaman para pejabat penyusun dokumen
perencanaan terhadap indikator kinerja yang telah ditetapkan, sehingga perbaikan
kualitas dokumen perencanaan dapat diwujudkan. Kedua, kategori realisasi
capaian kinerja berpredikat Baik, dapat dilihat pada indikator capaian IKU daerah.
Meskipun capaian realisasi indikator ini melebihi target, namun kategori realisasi
Baik. Capaian indikator ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah masih
harus memfokuskan pelaksanaan serta pengganggaran untuk penanganan dan
pencegahan Covid-19. Selanjutnya, capaian sasaran Bappeda berkategori Sedang,
dapat dilihat pada indikator capaian IGA. Indikator ini masih berpredikat Sedang
karena banyak inovasi yang tidak sesuai petunjuk teknis, dan belum memenuhi
semua indikator penilaian IGA. Ditambah lagi, adanya rasionalisasi anggaran
untuk penanganan Covid-19 untuk indikator implementasi kelitbangan.
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2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas Bappeda Kabupaten Pasaman
Barat berdasarkan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan
dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang fungsi penunjang perencanaan
pembangunan daerah, statistik, dan penelitian meliputi:

a. membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan kewenangan di bidang
perencanaan pembangunan daerah, yang meliputi perumusan kebijakan teknis
di bidang perencanaan pembangunan serta penyusunan program pembangunan
daerah;

b. memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang
urusan penunjang perencanaan pembangunan, statistik, dan penelitian;

c. melakukan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan
pembangunan daerah;

d. melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan daerah;

e. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Uraian tugas pokok dan fungsi Bappeda dilaksanakan dan diukur dalam
pernyataan indikator sasaran Kepala Bappeda yang dituangkan dalam Renstra
Bappeda tahun 2021-2026. Jenis indikator yang dikaji sesuai tugas dan fungsi
pokok Bappeda adalah sebagai berikut:

1. persentase tingkat keselarasan dokumen perencanaan jangka menengah

dan tahunan daerah dengan dokumen perencanaan Perangkat Daerah;

. persentase capaian IKU Daerah;

. persentase pencapaian nilai komponen perencanaan pada penilaian

SAKIP;

. persentase implementasi kelitbangan;

. kategori capaian Innovation Government Award (IGA);

. nilai SAKIP Bappeda;

. level maturitas SPIP Bappeda;

. persentase penurunan jumlah temuan BPK atas laporan keuangan

Bappeda.
Pengukuran pencapaian target kinerja Bappeda Kabupaten Pasaman Barat
hingga tahun 2021 dan proyeksi pencapaian pada tahun 2021 diuraikan pada

Tabel 2.2.2 (T-C.30).

W N

o~ B
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Tabel 2.2.2. (T-C.30)

Pencapaian Kinerja Pelayanan BAPPEDA Kab. Pasaman Barat

SPM/ Target Renstra BAPPEDA Realisasi Proyeksi
. Standar Capaian Catatan
No. Indikator Nasional TKK Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tabhun | Tahun | Tahun Analisis
2021 2022 2023 2024 2021 2022 2022 2023
1 | Persentase tingkat keselarasan 72% 80% 85% 90% 75,36% 80% 85% Tingginya
ddokumen perencanaan jagka komitmen
menengah dan tahunan daerah L.
dengan dokumen perencanaan pimpinan
Perangkat Daerah
2 | Persentase capaian IKU daerah 88,14% | 100% 100% 100% 95,98% 100% 100% | Tingginya
komitmen
pimpinan
3 | Persentase pencapaian nilai 75,53% | 80% 85% 90% 76,97% 80% 85% Tingginya
komponen perencanaan pada komitmen
Penilaian SAKIP o
pimpinan
4 | Persentase implementasi kelitbangan 80% 85% 90% 95% - 85% 90%
5 | Kategori capaian Innovation Sangat | Sangat | Sangat | Sangat | Inovatif Sangat | Sangat | Inovasi
Goverment Award (IGA) Inovati | Inovati | Inovatif | Inovatif Inovatif | Inovatif tidak sesuai
f f
Juknis
6 | Nilai SAKIP BAPPEDA B B B B AA B B Tingginya
komitmen
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L

pimpinan

Level Maturitas SPIP BAPPEDA 3 3 3 3 3 3 3 Tingginya
komitmen
pimpinan

Persentase penurunan jumlah 50% 50% 75% 75% 50% 50% 75% Tingginya

temuan BPK atas laporan keuangan komitmen

BAPPEDA
pimpinan
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Seperti yang dijelaskan di atas, Bappeda Kabupaten Pasaman Barat berhasil
mencapai target yang telah ditetapkan. Meski demikian, Bappeda Kabupaten
Pasaman Barat masih harus berupaya dalam mencapai target hingga target tahun
2026. Berdasarkan tabel T-C.30 di atas, delapan indikator tersebut mengalami
peningkatan target capaian di tahun 2023. Peningkatan target capaian sejalan
dengan terus meningkatnya anggaran, meningkatnya pemahaman SDM melalui
bimbingan teknis yang diikuti, adanya ketegasan pimpinan untuk mengejar target
capaian, dan orientasi untuk mencapai target agar lebih baik dari tahun
sebelumnya. Namun, dalam penerapannya masih terdapat kendala yang dihadapi
dalam pencapaian target tersebut, seperti adanya tumpang tindih prioritas
program/kegiatan dan adanya perubahan regulasi dari pusat.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, Bappeda Kabupaten Pasaman

Barat dihadapkan pada sejumlah isu-isu penting yang berimplikasi terhadap

penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah. Adapun isu-isu penting yang

perlu mendapat perhatian adalah:

1) dibutuhkan upaya seluruh pihak baik Bappeda, Daerah dan para stakeholder
untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang konsisten, tepat
waktu, dan sesuai dengan penataan ruang melalui ketaatan terhadap
dokumen-dokumen perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan.

2) dibutuhkan upaya seluruh pihak baik Bappeda, Daerah dan para stakeholder
untuk peningkatan kualitas dokumen perencanaan (sesuai aturan yang
berlaku, selaras dan sinkron antar dokumen perencanaan lainnya)

3) dibutuhkan upaya seluruh pihak baik Bappeda, Daerah dan para stakeholder
untuk Optimalisasi penyediaan data pendukung perencanaan pembangunan
yang memadai melalui penyediaan dokumen statistik dan penelitian yang
berkualitas.

4) dibutuhkan upaya seluruh pihak baik Bappeda, Daerah dan para stakeholder
untuk penguatan Dewan Riset Daerah dengan memberikan fasilitasi dan
penyediaan sarana sosialisasi kegiatan penelitian dan pengembangan daerah
melalui inovasi.

5) dibutuhkan upaya seluruh pihak baik Bappeda, Daerah dan para stakeholder
untuk meningkatkan kompetensi dan kemampuan SDM perencanaan daerah
melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan.

6) dibutuhkan upaya seluruh pihak baik Bappeda, Daerah dan para stakeholder
untuk meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dan
pemanfaatan ruang daerah melalui penerapan teknologi informasi yang tepat.

BAPPEDA berperan sebagai koordinator dalam proses perencanaan
pembangunan daerah. Keterbatasan SDM dan APBD serta mekanisme
perencanaan yang belum sesuai dengan regulasi yang berlaku dapat berimplikasi
terhadap pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Daerah, seperti:

1. masih ditemukan kegiatan yang muncul di Renja OPD namun tidak terdapat
dalam kegiatan yang ditetapkan pada dokumen perencanaan daerah (RPJMD).
Akibatnya, beberapa kegiatan tidak dapat dilakukan pengalokasian anggaran
karena dinilai tidak berkontribusi terhadap pencapaian visi dan misi
pembangunan daerah dan/atau tidak mengikuti ketentuan yang berlaku.

2. masih ditemukan kegiatan yang tidak melalui tahapan perencanaan yang
semestinya (tidak melalui Musrenbang di tingkat Nagari, Kecamatan, maupun
Kabupaten).

3. masih rendahnya hasil Musrenbang RKPD yang dapat diakomodir (kurang dari
30%) akibat berbagai kendala seperti, tidak terpenuhinya persyaratan teknis,
tidak sesuainya usulan dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan
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daerah, hingga komitmen OPD yang masih rendah untuk mengakomodir
usulan masyarakat tersebut.

4. adanya usulan/kebutuhan masyarakat yang tidak terakomodir dalam
dokumen perencanaan karena keterbatasan APBD.

5. belum tercapainya sejumlah target kinerja RPJMD karena program/kegiatan
yang terdapat di dokumen rencana pembangunan tidak diakomodir dalam
Renstra dan Renja OPD.

2.4 Telaahan Terhadap Rancangan Awal RKPD

BAPPEDA Kab. Pasaman Barat membutuhkan pagu anggaran sebesar Rp
6.151.421.530,00 (enam milyar seratus lima puluh satu juta empat ratus
dua puluh satu ribu lima ratus tiga puluh rupiah) untuk pencapaian target
kinerja pada tahun 2023. Pagu dana tersebut diproyeksikan untuk mendukung
pelaksanaan kegiatan dari 4 program (teknis dan rutin), 16 Kegiatan dan 44 sub
kegiatan yang direncanakan. Adapun telaah terhadap rancangan awal RKPD
Tahun 2023 dapat disajikan pada Tabel 2.4. (T-C.31) berikut:
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Tabel 2.4. (T-C.31)
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Kabupaten Pasaman Barat

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan (Rancangan Akhir) Catatan
No. Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Pagu Indikatif Program / kegiatan | Indikator Kinerja Target Kebutuhan Dana lpepzjl:::in’
Capaian (Rp) Capaian (Rp)
1 PROGRAM Kab. Persentase 100% 4.574.321.940 | PROGRAM Persentase 100% 4.584.321.940
PENUNJANG URUSAN | Pasaman pelayanan PENUNJANG URUSAN | pelayanan
PEMERINTAHAN Barat penunjang PEMERINTAHAN penunjang
DAERAH Pemerintah DAERAH Pemerintah
KABUPATEN /KOTA Daerah EABUPATEN / KOTA Daerah
1)) Perencanaan, BAPPEDA Jumlah 8 dok 35.116.200 | Perencanaan, Jumlah 8 dok 35.116.200
Penganggaran, Kab. dokumen Penganggara, dan| dokumen
dan Evaluasi Pasaman perencanaan Evaluasi Kinerja perencanaan
Kinerja Perangkat | Barat dan evaluasi Perangkat Daerahl dan evaluasi
Daerah kinerja kinerja
(pelaporan) (pelaporan)
program dan program dan
kegiatan kegiatan
BAPPEDA BAPPEDA
1. Penyusunan BAPPEDA Jumlah dokumen 6 dok 18.228..000 | Penyusunan Jumlah dokumen 6 dok 18.228.000
Dokumen Kab. perencanaan Dokumen perencanaan
Perencanaan Pasaman BAPPEDA yang Perencanaan BAPPEDA yang
Perangkat Daerah | Barat disusun Perangkat Daerah | disusun
2. Evaluasi Kinerja BAPPEDA Jumlah dokumen 2 dok 16.888.200 | Evaluasi Kinerja Jumlah dokumen 2 dok 16.888.200
Perangkat Daerah | Kab. evaluasi kinerja Perangkat Daerah | evaluasi kinerja
Pasaman (pelaporan) (pelaporan)
Barat BAPPEDA yang BAPPEDA yang
disusun disusun
2)| Administrasi BAFPPEDA Persentase 100% 3.706.954.535 | Administrasi Persentase 100% 3.706.954.535
Keuangan Kab. pemenuhan Keuangan pemenuhan
Perangkat Daerah | Pasaman kebutuhan gaji, Perangkat Daerah| kebutuhan gaji,
Barat tunjangan dan tunjangan dan
honorarium honorarium
pegawai pegawali
BAPPEDA BAPPEDA
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3. Penyediaan Gaji dan| BAPPEDA Jumlah PNS yang| 33 orang 3.500.849.535 | Penyediaan Gaji Jumlah PNS yang| 33 orang 3.500.849.535
Tunjangan ASN Kab. mendapat gaji dan Tunjangan ASN | mendapat gaji
Pasaman dan tunjangan dan tunjangan
Barat
4. Penyediaan BAPPEDA Jumlah Non PNS | 12 bulan 139.655.000 | Penyediaan Jumlah Non PNS | 12 bulan 139.655.000
Administrasi Kab. (PTT/THL) Administrasi (PTT/THL)
Pelaksanaan Tugas | Pasaman penunjang Pelaksanaan Tugas | penunjang
ASN Barat administrasi ASN administrasi
perkantoran perkantoran
Jumlah Non PNS Jumlah Non PNS
(PTT/THL) (PTT/THL)
penunjang penunjang
administrasi administrasi
perkantoran perkantoran
5. Pelaksanaan BAPPEDA Frekuensi 12 bulan 66.450.000 | Pelaksanaan Penyediaan 12 bulan 66.450.000
Penatausahaan Kab. penyediaan Penatausahaan honorarium
dan Pasaman honorarium dan Pengujian / petugas
Pengujian /Verifikasi| Barat petugas Verifikasi Keuangan | pengelola
Keuangan SKPD pengelola SKPD keuangan
keuangan
3)| Administrasi BAPPEDA | Jumlah Barang| 589 unit 57.592.500 | Administrasi Jumlah Barang | 589 unit 57.592.500
Barang Milik Kab. Milik Daerah Barang Milik Milik Daerah
Daerah pada Pasaman (BMD) yang Daerah pada (BMD) yang
Perangkat Daerah | Barat dikelola Perangkat Daerah| dikelola
BAPPEDA BAPPEDA
6. Pengamanan BAPPEDA Jumlah Non PNS 2 orang 30.870.000 | Pengamanan Jumlah Non PNS 2 orang 30.870.000
Barang Kab. (THL) yang Barang Milik Daerah| (THL) yang
Milik Daerah SKPD Pasaman melaksanakan SKPD melaksanakan
Barat pengamanan pengamanan
BMD pada BMD pada
BAPPEDA BAPPEDA
7. Penatausahaan BAPPEDA Jumlah PNS dan 2 orang 26.722.500 | Penatausahaan Jumlah PNS dan 2 orang 26.722.500
Barang Kab. THL Barang Milik Daerah| THL
Milik Daerah pada | Pasaman Penatausahaan pada SKPD Penatausahaan
SKPD Barat Barang Milik Barang Milik
Daerah Daerah
4)| Administrasi BAPPEDA | Jumlah peserta| 61 orang 162.636.500 | Administrasi Jumlah peserta 61
Kepegawaian Kab. Diklat / Kepegawaian Diklat / orang 162.636.500
Perangkat Daerah | Pasaman Bimtek Perangkat Daerah| Bimtek
Barat
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8. Pengadaan Pakaian Dinas| BAPPEDA Jumlah PNS 33 orang 49.500.000 | Pengadaan Pakaian Jumlah PNS 33 orang 49.500.000
beserta Atribut Kab. Penerima Dinas beserta Atribut Penerima
Kelengkapannya Pasaman Pakaian Dinas Kelengkapannya Pakaian Dinas
Barat
9. Pendidikan dan BAPPEDA Jumlah PNSyang | 3 orang 31.500.000 | Pendidikan dan Jumlah PNSyang | 3 orang 31.500.000
Pelatihan Pegawai Kab, mengikuti Diklat Pelatihan Pegawai | mengikuti Diklat
Berdasarkan Tugas | Pasaman Prajabatan dan Berdasarkan Tugas | Prajabatan dan
dan Fungsi Barat Diklat dan Fungsi Diklat
Kepemimpinan Kepemimpinan
(PIM) (PIM)
10. | Sosialisasi BAPPEDA Jumlah ASN yang| 30 orang 50.000.000 | Sosialisasi Jumlah ASN yang | 55 orang 50.000.000
Peraturan Kab. mengikuti Peraturan- mengikuti
Perundang- Pasaman sosialisasi Perundang- sosialisasi
Undangan Barat peraturan Undangan peraturan
perundan- perundan-
undangan undangan
11. | Bimbingan Teknis BAPPEDA Jumlah ASN yang | 4 orang 31.636.500 | Bimbingan Teknis Jumlah ASNyang | 3 orang 31.636.500
Implementasi Kab. mengikuti Implementasi mengikuti Bimtek
Peraturan Pasaman Bimtek Peraturan Peningkatan
Perundang- Barat Peningkatan Perundang- Kapasitas
Undangan Kapasitas Undangan Pegawai
Pegawai
5)| Administrasi BAPPEDA Persentase 100% 264.073.830 | Administrasi Persentase 100% 264.073.830
Umum Perangkat | Kab. pemenuhan Umum Perangkat | pemenuhan
Daerah Pasaman kebutuhan Daerah kebutuhan
Barat pelayanan pelayanan
administrasi administrasi
dan dan
operasional operasional
kantor kantor
12. | Penyediaan BAPPEDA Jumlah 1 Paket 4.002.075 | Penyediaan Jumlah 1 Paket 4.002.075
Komponen Instalasi| Kab. pemenuhan Komponen Instalasi| pemenuhan
Listrik/Penerangan | Pasaman kebutuhan Listrik /Penerangan | kebutuhan
Bangunan Kantor Barat penerangan dan Bangunan Kantor penerangan dan
instalasi listrik instalasi listrik
penunjang penunjang
operasional operasional
kantor kantor
13. | Penyediaan BAPPEDA Jumlah ATK yang 1 Paket 30.000.000 | Penyediaan Jumlah ATK yang 1 Paket 30.000.000
Peralatan dan Kab. dibutuhkan Peralatan dibutuhkan
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Perlengkapan Pasaman dan Perlengkapan
Kantor Barat Kantor
14. | Penyediaan BAPPEDA Jumlah 1 Paket 7.379.655 | Penyediaan Jumlah 1 Paket 7.379.655
Peralatan Kab. penyediaan Peralatan penyediaan
Rumah Tangga Pasaman peralatan Rumah Tangga peralatan
Barat rumah tangga rumah tangga
dan alat dan alat
pembersih pembersih
15. | Penyediaan Barang | BAPPEDA Jumlah Blanko 1 Paket 22.692.100 | Penyediaan Barang | Jumlah Blanko 1 Paket 22.692.100
Cetakan dan Kab. SPT, SPPD, Cetakan dan SPT, SPPD,
Penggandaan Pasaman Kuitansi dan Penggandaan Kuitansi dan
Barat map Bappeda map Bappeda
yvang dibutuhkan yvang dibutuhkan
16. | Penyelenggaraan BAPPEDA Jumlah rapat 12 kali 200.000.000 | Penyelenggaraan Jumlah rapat 12 kali 200.000.000
Rapat Koordinasi Kab. koordinasi dari Rapat Koordinasi koordinasi dari
dan Konsultasi Pasaman pemerintah dan Konsultasi pemerintah
SKPD Barat provinsi dan SKPD provinsi dan
pusat (K/L) yang pusat (K/L) yang
diikuti dan diikuti dan
penyediaan penyediaan
makan /minum makan /minum
rapat koordinasi rapat koordinasi
internal internal
BAPPEDA BAPPEDA
6)] Pengadaan Barang| BAPPEDA Jumlah 2 unit 25.000.000 | Pengadaan Jumlah 2 unit 25.000.000
Milik Daerah Kab. pengadaan Barang Milik pengadaan
Penunjang Urusan | Pasaman sarana dan Daerah Penunjang| sarana dan
Pemerintah Barat prasarana serta Urusan prasarana serta
Daerah serta peralatan Pemerintah serta peralatan
/ perlengkapan Daerah / perlengkapan
kantor kantor
17. | Pengadaan BAPPEDA Jumlah 1 unit 18.000.000 | Pengadaan Jumlah 1 unit 18.000.000
Kendaraan Kab. pengadaan Kendaraan pengadaan
Perorangan Dinas Pasaman kendaraan Perorangan Dinas kendaraan
atau Kendaraan Barat dinas atau Kendaraan dinas
Dinas Jabatan Dinas Jabatan
18. | Pengadaan BAPPEDA Jumlah 1 unit 7.000.000 | Pengadaan Jumlah 1 unit 7.000.000
Peralatan dan Kab. pengadaan Peralatan dan pengadaan
Mesin Lainnya Pasaman peralatan Mesin Lainnya peralatan
Barat elektronik elektronik
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penunjang penunjang
operasional operasional
kantor dan kantor dan
administrasi administrasi
perkantoran perkantoran
19. | Pengadaan Sarana | BAPPEDA Jumlah sarana dan - - | Pengadaan Sarana | Jumlah sarana dan - -
dan Prasarana Kab. prasarana dan Prasarana prasarana
Pendukung Gedung Pasaman pendukung yang Pendukung pendukung yang
Kantor atau Barat dibangun /rehab Gedung Kantor dibangun/rehab
Bangunan Lainnya atau Bangunan
Lainnya
7)| Penyediaan Jasa BAPPEDA Cakupan 100% 135.550.000 | Penyediaan Jasa | Cakupan 100% 135.550.000
Penunjang Urusan | Kab. pemenuhan Penunjang Urusan| pemenuhan
Pemerintahan Pasaman penyediaan Pemerintahan penyediaan
Daerah Barat jasa layanan Daerah jasa layanan
penunjang penunjang
urusan kantor urusan kantor
20. | Penyediaan Jasa BAPPEDA Frekuensi 12 bulan 107.100.000 | Penyediaan Jasa Frekuensi 12 bulan 107.100.000
Komunikasi, Kab. penyediaan Komunikasi, penyediaan
Sumber Daya Air Pasaman kebutuhan Sumber Daya Air kebutuhan
dan Listrik Barat listrik dan air dan Listrik listrik dan air
untuk untuk
operasional operasional
kantor kantor
21. | Penyediaan Jasa BAPPEDA 1. Frekuensi 12 kali 28.450.000 | Penyediaan Jasa 1, Jumlah 12 kali 28.450.000
Pelayanan Umum Kab. penyediaan Pelayanan Umum penyediaan
Kantor Pasaman Jasa Kantor Jasa
Barat pembersihan pembersihan
landscape landscape
kantor kantor
2. Jumlah Non 2 orang 2. Jumlah Non 2 orang
PNS (THL) yang PNS (THL) yang
melaksanakan melaksanakan
tugas K3 tugas K3
8)| Pemeliharaan BAPPEDA Jumlah sarana | 57 Unit 187.398.375 | Pemeliharaan Jumlah sarana | 61 Unit 205.138.000
Barang Milik Kab. dan prasarana Barang Milik dan prasarana
Daerah Penunjang| Pasaman kantor yang Daerah Penunjang kantor yang
Urusan Barat dipelihara Urusan dipelihara
Pemerintahan Pemerintahan
Daerah Daerah
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22. | Penyediaan Jasa BAPPEDA 1. Jumlah 23 Unit 147.673.375 | Penyediaan Jasa 1. Jumlah 23 Unit 150.413.000 | Penyesuaian
Pemeliharaan, Biaya| Kab. kendaraan Pemeliharaan, kendaraan terhadap
Pemeliharaan dan | Pasaman dinas yang Biaya Pemeliharaan dinas yang alokasi Pagu
Pajak Kendaraan Barat akan dan Pajak akan Bappeda
Perorangan Dinas dilakukan Kendaraan dilakukan
atau Kendaraan pemeliharaan Perorangan Dinas pemeliharaan
Dinas Jabatan dan atau Kendaraan dan

pembayaran Dinas Jabatan pembayaran
pajak/KIR pajak/KIR

2. Jumlah Non 3 Orang 2. Jumlah Non 3 Orang
PNS (THL) yang PNS (THL) yang
melaksanakan melaksanakan
tugas tugas
pemeliharaan pemeliharaan
kendaraan kendaraan

23. | Pemeliharaan BAPPEDA Jumlah alat 34 Unit 39.725.000 | Pemeliharaan Jumlah alat 34 Unit 39.725.000
Peralatan dan Kab. elektronik Peralatan dan elektronik
Mesin Lainnya Pasaman penunjang Mesin Lainnya penunjang

Barat operasional operasional
administrasi administrasi
perkantoran perkantoran
yang dipelihara yang dipelihara

24. | Pemeliharaan, BAPPEDA Jumlah Gedung 1 Unit 10.000.000 | Pemeliharaan, Jumlah Gedung 1 Unit 15.000.000 | Penyesuaian
Rehabilitasi Gedung | Kab. Kantor yang Rehabilitasi Gedung | Kantor yang terhadap
Kantor dan Pasaman dipelihara/ Kantor dan dipelihara/ alokasi Pagu
Bangunan Kantor Barat direhabilitasi Bangunan Kantor direhabilitasi Bappeda
Lainnya Lainnya

1 PROGRAM Kab. Persentase 100% 400.000.000 | PROGRAM Persentase 100% 400.000.000
PERENCANAAN, Pasaman kualitas PERENCANAAN, kualitas
PENGENDALIAN DAN | Barat perencanaan PENGENDALIAN DAN | perencanaan
EVALUASI bernilai baik EVALUASI bernilai baik
PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN
DAERAH DAERAH
9) Penyusunan Kab. Jumlah 9 dok 320.000.000 | Penyusunan Jumlah 9 dok 315.000.000
Perencanaan dan | Pasaman dokumen Perencanaan dan | dokumen
Pendanaan Barat perencanaan Pendanaan perencanaan
pembangunan pembangunan
daerah Kab. daerah Kab.
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Pasaman Barat

Pasaman Barat

25. | Analisis Kondisi Kab. Jumlah 3 dok 50.000.000 | Analisis Kondisi Jumlah 3 dok 50.000.000
Daerah, Pasaman dokumen Daerah, dokumen
Permasalahan, dan | Barat usulan kegiatan Permasalahan, dan| usulan kegiatan
Isu Strategis yang didanai Isu Strategis yang didanai
Pembangunan melalui DAK, Pembangunan melalui DAK,
Daerah APBN, APBD Daerah APBN, APBD
Provinsi Provinsi
26. | Koordinasi Kab. Jumlah 1 dok 5.000.000 | Koordinasi Jumlah 1 dok 5.000.000
Pelaksanaan Forum| Pasaman dokumen hasil Pelaksanaan dokumen hasil
SKPD/Lintas SKPD Barat forum Perangkat Forum SKPD/ forum Perangkat
Daerah Lintas SKPD Daerah
27. | Pelaksanaan Kab. Jumlah 1 dok 37.000.000 | Pelaksanaan Jumlah 1 dok 37.000.000
Musrenbang Pasaman dokumen hasil Musrenbang dokumen hasil
Kabupaten /Kota Barat musrenbang Kabupaten /Kota musrenbang
tingkat tingkat
kabupaten kabupaten
28. | Penyiapan Bahan Kab. Jumlah 1 dok 25.000.000 | Penyiapan Bahan Jumlah 1 dok 20.000.000
Koordinasi Pasaman dokumen hasil Koordinasi dokumen hasil
Musrenbang Barat musrenbang Musrenbang musrenbang
Kecamatan tingkat Kecamatan tingkat
kecamatan kecamatan
29. | Koordinasi Kab. Jumlah 3 dok 203.000.000 | Koordinasi Jumlah 2 dok 203.000.000 | Karena pada
Penyusunan dan Pasaman dokumen RPJMD Penyusunan dan dokumen RPJMD tahap
Penetapan Barat Tahun 2022- Penetapan Tahun 2022- penyusunanan
Dokumen 2026 dan RKPD Dokumen 2026 dan RKPD dokumen
Perencanaan Tahun 2022 Perencanaan Tahun 2022 RPJMD tidak
Pembangunan beserta Pembangunan beserta diperlukan lagi
Daerah perubahan Daerah perubahan penyusunan
Kabupaten /Kota Kabupaten /Kota dokumen
rencana
teknokratik
RPJMD
periode
selanjutnya
1( Analisis Data dan | Kab. Persentase 100% 50.000.000 | Analisis Data dan | Persentase 100% 50.000.000
Informasi Pasaman data dan Informasi data dan
Pemerintahan Barat informasi yang Pemerintahan informasi yang
Daerah Bidang dimanfaatkan Daerah Bidang dimanfaatkan
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Perencanaan Perencanaan
Pembangunan Pembangunan
Daerah Daerah
30. | Analisis Data dan Kab. Jumlah data 35 Data 20.000.000 | Analisis Data dan | Jumlah data 35 Data 20.000.000
Informasi Pasaman perencanaan Informasi perencanaan
Perencanaan Barat pembangunan Perencanaan pembangunan
Pembangunan daerah yang Pembangunan daerah yang
Daerah dianalisis untuk Daerah dianalisis untuk
dimanfaatkan dimanfaatkan
dalam dalam
penyusunan penyusunan
perencanaan perencanaan
daerah daerah
31. | Penyusunan Profil | Kab. Jumlah profil 1 Profil 30.000.000 | Penyusunan Profil | Jumlah profil 1 Profil 30.000.000
Pembangunan Pasaman pembanguna Pembangunan pembanguna
Daerah Barat daerah yang Daerah daerah yang
Kabupaten /Kota disusun Kabupaten/Kota disusun
11 Pengendalian, Kab. Jumlah 3 dok 30.000.000 | Pengendalian, Jumlah 3 dok 35.000.000
Evaluasi dan Pasaman dokumen Evaluasi dan dokumen
Pelaporan Bidang | Barat evaluasi Pelaporan Bidang | evaluasi
Perencanaan pelaksanaan Perencanaan pelaksanaan
Pembangunan pembangunan Pembangunan pembangunan
Daerah daerah Daerah daerah
32. | Monitoring, Evaluasi | Kab. Jumlah laporan 3 dok 30.000.000 | Monitoring, Evaluasi| Jumlah laporan 3 dok 35.000.000
dan Penyusunan Pasaman monitoring dan dan Penvusunan monitoring dan
Laporan Berkala Barat evaluasi Laporan Berkala evaluasi
Pelaksanaan terhadap RKPD Pelaksanaan terhadap RKPD
Pembangunan Tahun 2022, Pembangunan Tahun 2022,
Daerah DAK Tahun Daerah DAK Tahun
2022, dan Monev 2022, dan Monev
Renja Perangkat Renja Perangkat
Daerah Tahun Daerah Tahun
2022 2022
I PROGRAM Kab. Persentase OPD 85% 700.000.000 | PROGRAM Persentase OPD 100% 490.000.000 | Menyesuaikan
KOORDINASI DAN Pasaman dengan nilai KOORDINASI DAN dengan nilai Pagu Bappeda
SINKRONISASI Barat dokumen SINKRONISASI dokumen
PERENCANAAN perencanaan PERENCANAAN perencanaan
PEMBANGUNAN minimal baik PEMBANGUNAN minimal baik
DAERAH DAERAH
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13 Koordinasi Kab. Persentase 100% 350.000.000 | Koordinasi Persentase 100% 310.000.000
Perencanaan Pasaman kesesuaian Perencanaan kesesuaian
Bidang Barat program Bidang program
Pemerintahan pembangunan Pemerintahan pembangunan
dan bidang sosial dan dan bidang sosial dan
Pembangunan budaya dengan Pembangunan budaya dengan
Manusia dokumen Manusia dokumen
perencanaan perencanaan

33. | Koordinasi Kab. Dokumen 2 dok 50.000.000 | Koordinasi Dokumen 2 dok 60.000.000 | Penyesuaian
Penyusunan Pasaman evaluasi Penyusunan evaluasi terhadap
Dokumen Barat pencapaian Dokumen pencapaian alokasi Pagu
Perencanaan SDGs (semester Perencanaan SDGs (semester Bappeda
Pembangunan dan Tahunan) Pembangunan dan Tahunan)

Daerah Bidang Daerah Bidang
Pemerintahan Pemerintahan
(RPJPD, RPJMD dan (RPJPD, RPJMD dan
RKPD) RKPD)

34. | Asistensi Penyusunan| Kab. Persentase OPD 100% 75.000.000 | Asistensi Persentase OPD 100% 80.000.000 | Penyesuaian
Dokumen Pasaman lingkup bidang Penyusunan lingkup bidang terhadap
Perencanaan Barat sosial dan Dokumen sosial dan alokasi Pagu
Pembangungan budaya yang Perencanaan budaya yang Bappeda
Perangkat Daerah menyusun Pembangungan menyusun
Bidang Pemerintahan perencanaan Perangkat Daerah perencanaan

dengan baik Bidang Pemerintahan| dengan baik

35. | Pelaksanaan Kab. 1. Evaluasi 1. 1dok 75.000.000 | Pelaksanaan 1. Evaluasi l. 1dok 50.000.000
Monitoring dan Pasaman Daerah ; Monitoring dan Daerah ;

Evaluasi Penyusunan| Barat Tertinggal A S Evaluasi Penyusunan Tertinggal o MR
Dokuitses 2. Evaluasi 3. 1ldok Tiskanian 2. Evaluasi B. 1dok
Monev SLRT < Monev SLRT :
Perencanaan yang 4, 3kali Perencanaan yang #. 3 kali
Pembangunan difasilitasi 5. 1 dok Pembangunan difasilitasi  p. 1dok
Perangkat Daerah 3. Jumlah Perangkat Daerah 3. Jumlah
Bidang Pemerintahan Dokumen Bidang Pemerintahan Dokumen
LP2KD yang LP2KD yang
disusun disusun
4. Rakor 4. Rakor
TKPKD TKPKD
5. Renaksi PKD 5. Renaksi PKD

36. | Pelaksanaan Kab. 1. Capaian 1. 100% 50.000.000 | Pelaksanaan 1. Capaian 1. 100% 50.000.000
Monitoring dan Pasaman Indikator 2. 1 dok Monitoring dan Indikator
Evaluasi Penyusunan| Barat PI{G ’ = Evaluasi Penyusunan| PUG

(hijau)nuntu (3. 4 kali (hijau)nuntu

Dokumen

Dokumen
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Perencanaan k seluruh Perencanaan k seluruh 2 4 kali
Pembangunan kategori Pembangunan kategori
Perangkat Daerah 2. Dokumen Perangkat Daerah 2. Dokumen
Bidang Pembangunan| RANDA PUG Bidang RANDA PUG
Wansuia 3. Pelaporan Pembarigunan 3. Pelaporan
RANDA PUG : RANDA PUG
CP 03,05, 09, Manusia CP 03,05,
12 tepat 09, 12 tepat
waktu waktu
37. | Koordinasi Kab. 1. FGD dan 1. 19 100.000.000 | Koordinasi 1. FGD dan 85% 120.000.000 | Penyesuaian
Pelaksanaan Pasaman fasilitasi Aksi Nagari Pelaksanaan fasilitasi Aksi terhadap
Sinergitas dan Barat Konvergensi 2. S,Akﬂ Sinergitas dan Konvergensi alokasi Pagu
Harmonisasi Nagari dilaku Harmonisasi Nagari Bappeda
kan
Perencanaan 2. Terlaksananya 8 tepat Perencanaan 2. Terlaksananya
Pembangunan Aksi Konvergensi waktu Pembangunan 8 Aksi
Daerah Bidang Pencegahan Daerah Bidang Konvergensi
Pembangunan Stunting tepat Pembangunan Pencegahan
Manusia waktu Manusia Stunting tepat
waktu
13 Koordinasi Kab. Persentase 100% 60.000.000 | Koordinasi Persentase 100% 40.000.000
Perencanaan Pasaman kesesuaian Perencanaan kesesuaian
Bidang Barat program Bidang program
Perekonomian pembangunan Perekonomian pembangunan
dan SDA (Sumber bidang ekonomi dan SDA (Sumber | bidang ekonomi
Daya Alam) dan Daya Alam) dan
pengembangan pengembangan
wilayah dengan wilayah dengan
dokumen dokumen
perencanaan perencanaan
daerah daerah
38. | Koordinasi Kab. 1.  Jumlah 1. 4 kali 40.000.000 | Koordinasi 1.  Jumlah 1. 4 kali 40.000.000
Penyusunan Pasaman rapat 2. 18K Penyusunan rapat 2 JHEK
Dokumen Barat koordinasi Satgas Dokumen koordinasi
Perencanaan yang 3. [l.apora Perencanaan 2. Jumlah
Pembangunan dilaksanakan pe Pembangunan regulasi dan
Daerah Bidang 2. Jumlah Satgas Daerah Bidang laporan yang
Perekonomian regulasi dan Perekonomian diterbitkan
(RPJPD, RPJIMD dan laporan yang (RPJPD, RPIMD dan
RKPD) diterbitkan RKPD)
39. | Koordinasi Kab. 1. Jumlah rapat| 1. 1 kali 20.000.000 | Koordinasi 3.  Jumlah rapat 0O | Sub kegiatan
Penyusunan Pasaman koordinasi 2. 1lkali Penyusunan koordinasi ini
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Dokumen Barat yang Dokumen yang mengakomodir
Perencanaan dilaksanakan Perencanaan dilaksanakan program
Pembangunan (workshop dan Pembangunan (workshop dan IPDMIP yang
Daerah Bidang SDA Internalisasi Daerah Bidang SDA Internalisasi telah berakhir
(RPJPD, RPJMD dan PPSI, rapat (RPJPD, RPIMD dan PPSI, rapat jangka waktu
RKPD) komir) RKPD) komir) pelaksanaanny
2. Jumlah 1. Jumlah a pada Juni
pelaksanaan pelaksanaan 2022
rapat rapat
monitoring monitoring
Koordinasi Kab. Persentase 100% 290.000.000 | Koordinasi Persentase 100% 140.000.000
Perencanaan Pasaman kesesuaian Perencanaan kesesuaian
Bidang Barat perencanaan Bidang perencanaan
Infrastruktur dan bidang Infrastruktur dan| bidang
Kewilayahan infrastruktur EKewilayahan infrastruktur
dan dan
kewilayahan kewilayahan
dengan dengan
dokumen dokumen
perencanaan perencanaan
40. | Koordinasi Kab. 1. Jumlah 15 60.000.000 | Koordinasi 1. Jumlah I 60.000.000
Penyusunan Pasaman laporan Lapor Penyusunan laporan Lapor
Dokumen Barat inventarisasi an Dokumen inventarisasi an
Perencanaan usulan 2. Axal Perencanaan usulan 2. 4loali
Pembangunan penibanguoan Pembangunan pembanguna
: 2. Jumlah rapat
Daerah Bidang koordinasi, Daerah Bidang n
Infrastruktur sosialisasi, Infrastruktur 2. Jumlah
(RPJPD, RPJMD dan sinkronisasi (RPJPD, RPJMD dan rapat
RKPD) yang RKPD) koordinasi,
dilaksanakan sosialisasi,
sinkronisasi
yang
dilaksanaka
n
41. | Pelaksanaan Kab. 1. Jumlah 1. 1dok 40.000.000 | Pelaksanaan 1. Jumlah 1. 1dok 40.000.000 | Penyesuaian
Monitoring dan Pasaman dokumen 2. 2kali Monitoring dan dokumen 2, 2kali terhadap
Evaluasi Barat perencanaan 3. 18K Evaluasi perencanaan 3. 1SK alokasi Pagu
Penyusunan infrastruktur Penyusunan infrastruktur Bappeda
Pelaseean 2. Jumlah Cusliostivaas 2. Jumlah
rapat rapat
Perencanaan koordinasi Perencanaan koordinasi
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dan peraturan

Pembangunan yang Pembangunan yang
Perangkat Daerah dilaksanaka Perangkat Daerah dilaksanaka
Bidang n Bidang n
Infrastruktur 3. Jumlah SK Infrastruktur 3. Jumlah SK
Penetapan Penetapan
Lokasi Lokasi
42. | Koordinasi Kab. l.  Jumlah 1. 2 kali 40.000.000 | Koordinasi .  Jumlah 2 kali 40.000.000
Penyusunan Pasaman rapat 2. 18K Penyusunan rapat 1 SK
Dokumen Barat koordinasi Dokumen koordinasi
an
Perencanaan ﬁu aﬁcsanaka Perencanaan Jcrlei'lnagksanaka
Pembangunan ; Pembangunan i
Daerah Bidang Jumlah SK Daerah Bidang Jumlah SK
Kewilayahan (RPJPD, Pengemba_ng Kewﬂayahan (RPJPD, Pengcmbang
RPJMD dan RKPD) an RPJMD dan RKPD) an
Perumahan Perumahan
dan dan
Kawasan Kawasan
Permukima Permukima
n n
v PROGRAM Kab. Persentase 100% 447.099.590 | PROGRAM Persentase 100% 447.099.590
PENELITIAN DAN Pasaman ketersediaan PENELITIAN DAN ketersediaan 230.000.000
PENGEMBANGAN Barat data statistik PENGEMBANGAN data statistik
DAERAH dan kajian DAERAH dan kajian
pembangunan pembangunan
daerah daerah
1§ Penelitian dan Kab. Persentase 100% 297.099.590 | Penelitian dan Persentase 100% 297.099.590
Pengembangan Bidang Pasaman ketersediaan Pengembangan ketersediaan
Penyelengaraan Barat data dan kajian Bidang data dan kajian
Pemerintah dan kelitbangan Penyelengaraan kelitbangan
Pengkajian Pereaturan Pemerintah dan
Pengkajian
Pereaturan
43. | Fasilitasi, Pelaksanaan | Kab. Jumlah 1 dok 217.099.590 | Fasilitasi, Pelaksanaan| Jumlah 1 dok 217.099.590
dan Evaluasi Penelitian| Pasaman Dokumen dan Evaluasi Indikator Indeks|
dan Pengembangan Barat Rencana Induk Penelitiandan Kepuasan
Bidang Kelembagaan Kelitbangan Pengembangan Bidang | Masyarakat
dan Ketatalaksanaan (RIK) Pemerintahan Umum | (IKM)
44, | Pengelolaan Data Kab. Jumlah rapat 12 kali 80.000.000 | Pengelolaan Data Jumlah rapat koordinasi 12 kali 80.000.000
Kelitbangan dan Pasaman koordinasi Kelitbangan dan kelitbangan dan peraturan
Peraturan Barat kelitbangan Peraturan yang diikuti
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yang diikuti

Pengembangan Kab. Jumlah inovasi| 48 Inovasi 150.000.000 | Pengembangan Jumlah inovasi|48 Inovasi 150.000.000
Inovasi dan Teknologi| Pasaman OPD yang Inovasi dan Teknologi daerah yang
Barat didaftarkan didaftarkan
pada ajang IGA dalam ajang
Innovation
Goverment
Award (IGA)
Tahun 2022
45. | Diseminasi Jenis, Kab. Jumlah inovasi 52 Inovasi 150.000.000 | Diseminasi Jenis, Jumlah inovasi 52 150.000.000
Prosedur dan Metode Pasaman OPD Prosedur dan Metode | OPD Inovasi
Penyelengaraan Barat Penyelengaraan
Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah
Yang Bersifat Inovatif Yang Bersifat Inovatif
Jumlah 6.151.421.530 5.972.164.750
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2.5. Penelaahan Usulan Program dari Masyarakat

Mengingat tugas pokok dan fungsi BAPPEDA Kabupaten Pasaman Barat
dalam mengkoordinasikan dan mensinergikan program-program pembangunan
yang ada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD), maka BAPPEDA Pasaman Barat
tidak memiliki usulan program dari masyarakat.
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BAB III
TUJUAN DAN SASARAN OFPD

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-

2024, terdapat 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam

nawacita pemerintah yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 2020-2024,

yakni sebagai berikut:

1. Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;

2. Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin
pemerataan;

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing;

4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan,;

5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan
pelayanan dasar;

6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan
perubahan iklim;

7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan tranformasi pelayanan publik.

Sementara itu, pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 menyebutkan bahwa prioritas
RPJMD pada kurun waktu 2021-2026 adalah pembangunan yang mendukung 7
misi Gubernur dan Wakil Gubernur dengan 5 program unggulan, sebagai berikut:
1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia, Sehat,

Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing;
2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan faisafah
Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah;

3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan,
peternakan dan perikanan;

4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/ menengah serta
ekonomi berbasis digital;

5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan;

6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan
berkelanjutan;

7. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih,

akuntabel serta berkualitas.
Adapun program unggulan Provinsi Sumatera Barat pada kurun waktu
2021-2026, diantaranya:
Sumbar Religius dan Berbudaya;
Sumbar Sehat dan Cerdas;
Sumbar Sejahtera;
Sumbar Berkeadilan;
Meningkatkan inovasi dan digitalisasi pelayanan publik berbasis elektronik (e-
Government).
Secara lebih rinci, arah kebijakan nasional dan provinsi tahun 2023
tertuang pada tabel 3.1 berikut:

NpLNe
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Tabel 3.1. Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi
Kabupaten Pasaman Barat

No | Prioritas Nasional | Prioritas Pembangunan Prioritas Pembangunan
/Program Prioritas | RKPD Propinsi Sumatera | RKPD Kabupaten Pasaman
Nasional RKP Barat Tahun 2023 Barat Tahun 2023
Tahun 2023
I | Ketahanan 1. Meningkatkan nilai 1. Mewujudkan penduduk
Ekonomi untuk tambah dan yang tumbuh seimbang
Pertumbuhan produktifitas pertanian, dan berkualitas
Berkualitas dan perkebunan,
Berkeadilan peternakan dan
perikanan
2. Meningkatkan usaha 2. Pengentasan kemiskinan
perdagangan dan
industri
kecil/menengah serta
ekonomi berbasis
digital
3. Meningkatkan ekonomi | 3. Perluasan peluang
kreatif dan berdaya pekerjaan
saing kepariwisataan 4. Penguatan industri
berbasis komoditas
unggulan lokal
II | Pengembangan 4. Meningkatkan 5. Perluasan peluang
wilayah untuk Pembangunan pekerjaan
mengurangi Infrastruktur yang 6. Mewujudkan penduduk
kesenjangan dan berkeadilan dan yang tumbuh seimbang
menjamin berkelanjutan dan berkualitas
pemerataan
III | Meningkatan 5. Mewujudkan sumber 7. Meningkatkan kualitas
Sumberdaya daya manusia Pendidikan masyarakat
Manusia yang berakhlak mulia, sehat, | 8. Meningkatkan derajat
berkualitas dan unggul dan berdaya kesehatan masyarakat
berdaya saing saing
IV | Revolusi Mental 6. Pembangunan mental 9. Masyarakat Yang
Dan Pembangunan dan pengamalan agama Agamais dan berbudaya
Kebudayaan dan Adat Basandi 10. Masyarakat yang rukun
Syarak, Syarak Basandi dan berkeadilan
kitabullah (ABS-SBK)
dalam kehidupan
masyarakat
V | Memperkuat 7. Meningkatkan 11. Pengentasan kemiskinan
infrastruktur Pembangunan 12. Perluasan Kesempatan
untuk mendukung Infrastruktur yang Kerja
pembangunan berkeadilan dan 1 3. Penguatan industri
ekonomi dan berkelanjutan berbasis komoditas
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pelayanan dasar unggulan lokal
VI | Membangun 8. Meningkatkan 14, Masyarakat Yang
Lingkungan Hidup, Pembangunan Tangguh Menghadapi
Meningkatkan Infrastruktur yang Bencana
Ketahanan berkeadilan dan
Bencana dan berkelanjutan
Perubahan Iklim
VII | Memperkuat 9. Meningkatkan kualitas [L5. Mewujudkan Birokrasi
stabilitas tata kelola yang bersih dan
Polhukhankam penyelenggaraan akuntabel
dan Transformasi pemerintahan daerah 6. Mewujudkan Birokrasi
Pelayanan Publik yang bersih, akuntabel yang efisien dan efektif
serta berkualitas 17. Mewujudkan Birokrasi
yang memiliki pelayanan
publik berkualitas

Sesuai arah kebijakan nasional dan provinsi sebagaimana diuraikan pada
tabel 3.1, Bappeda Kabupaten Pasaman Barat merupakan badan yang menunjang
tugas bupati di bidang perencanaan pembangunan, dan penelitian dan
pengembangan, yang secara lebih rinci memiliki tugas untuk menjalankan fungsi
pengendalian, penelitian dan pengembangan khususnya untuk mendorong
terciptanya inovasi daerah sebagai resolusi atas permasalahan pembangunan
daerah. Berdasarkan hal tersebut, Bappeda Kabupaten Pasaman Barat
mendukung pencapaian prioritas VII nasional, dan mendukung prioritas provinsi
yaitu meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah
yang bersih, akuntabel serta berkualitas. Untuk tingkat Kabupaten Bappeda
mendukung prioritas daerah mewujudkan birokrasi yang memiliki pelayanan publik
berkualitas. Hal ini selaras dengan tujnan dan sasaran Bappeda, yang tercantum
dalam dokumen Renstra Bappeda 2021-2026 yaitu mewujudkan sistem
perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, dengan indikator utama
persentase tingkat keselarasan dokumen perencanaan jangka menengah dan
tahunan daerah dengan dokumen perencanaan Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja BAPPEDA

Misi Kepala daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten
Pasaman Barat 2021-2026, yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang
professional dan inovatif menjadi acuan Bappeda dalam menyusun RENJA
Bappeda Kabupaten Pasaman Barat tahun 2023, dimana Bappeda berperan
sebagai Perangkat Daerah yang menunjang urusan Pemerintah Daerah. Misi
tersebut diwnjudkan melalui tujuan Bappeda tahun 2023 yaitu mewujudkan
sistem perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas,
mengimplementasikan hasil kelitbangan dan inovasi dalam mendukung
perencanaan pembangunan daerah. Selain penyusunan tujuan, Bappeda
menetapkan sasaran untuk mewujudkan tujuan pertama, yaitu optimalisasi
kinerja perencanaan pembangunan, meningkatnya kesesuaian pelaksanaan
pembangunan terhadap rencana pembangunan, meningkatnya kinerja dan
pelayanan Bappeda yang kompeten dan akuntabel. Sementara untuk mewujudkan
tuyjuan kedua, sasaran Bappeda yang ingin dicapai yaitu meningkatnya peran
kelitbangan dalam perencanaan pembangunan dan meningkatnya kualitas inovasi
daerah.

BAPPEDA Kabupaten Pasaman Barat telah menyusun indikator yang ingin
dicapai dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda yang telah
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diselaraskan dengan RPJMD, Renstra dan arah kebijakan nasional serta RPJMD
Provinsi Sumatera Barat yang dijabarkan pada tabel berikut:
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Tabel 3.2.

Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran
Renja BAPPEDA Tahun 2023

No Misi Tujuan Misi Sasaran Tujuan Bappeda Indikator No. Sasaran Indikator
. Misi Tujuan Sasaran
Mewujudkan | Penerapan Terwujudn 1. Mewujudkan Tingkat 1. | Optimalisasi Persentase
tata Kelola tata kelola ya sistem konsistensi kinerja tingkat
pemerintaha | pemerintaha | birokrasi perencanaan perencanaan perencanaan | keselarasan
n yang yang | n profesional, | yang pembangunan pembangunan pembangunan | dokumen
professional | akuntabel bersih dan daerah yang jangka
dan inovatif | dan inovatif [ akuntabel berkualitas menengah
daerah dan
tahunan
daerah
dengan
dokumen
perencanaan
Perangkat
Daerah
2. | Meningkatnya | Persentase
kesesuaian capaian IKU
pelaksanaan daerah
pembangunan
terhadap
rencana
pembangunan
3. | Meningkatnya | Persentase
kinerja dan pencapaian
pelayanan nilai
BAPPEDA komponen
yang perencanaan
kompeten dan | pada
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akuntabel Penilaian
SAKIP
2. Mengimplementasi | Persentase Meningkatnya | Persentase
kan hasil pemanfaatan peran implementasi
kelitbangan dan hasil kelitbangan kelitbangan
inovasi dalam kelitbangan dalam
mendukung dan inovasi perencanaan
perencanaan dalam pembangunan
pembangunan perumusan Meningkatnya | Kategori
daerah kebijakan kualitas capaian
pembangunan inovasi daerah | Innovation
daerah Government

Award (IGA)
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3.3. Rencana Program dan Kegiatan

Program pembangunan daerah yang tertuang pada RPJMD Kabupaten
Pasaman Barat periode 2021-2026 merumuskan strategi untuk pencapaian visi
misi kepala daerah, yaitu penyederhanaan birokrasi pemerintahan, pengelolaan
sistem perencanaan dan penganggaran secara efektif dan efisien, penguatan tata
kelola informasi dan komunikasi publik dan penguatan pengelolaan kearsipan di
instansi pemerintah pada semua tingkatan, mendorong inovasi dalam pelayanan
publik. Program di atas menjadi acuan dalam pelaksanaan program kegiatan di
Bappeda Kabupaten Pasaman Barat dan ditnangkan dalam dokumen Renja
Bappeda Kabupaten Pasaman Barat tahun 2023. Program yang disusun
berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai
penunjang urusan pemerintah dibidang perencanaan pembangunan yaitu Program
Penunjang Urusan Pemerintahan Daaerah  Kabupaten/Kota, Program
Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Program
Penelitian dan Pengembangan. Ketiga program ini dirumuskan sesuai dengan
indikator kinerja Bappeda dalam Renstra Bappeda periode 2021-2026 yaitu
tingkat konsistensi perencanaan pembangunan, persentase pemanfaatan hasil
kelitbangan dan inovasi dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah, nilai
SAKIP Bappeda, Level Maturitas SPIP Bappeda, dan persentase penurunan jumilah
temuan BPK atas laporan keuangan Bappeda.

Untuk tahun anggaran 2023, alokasi Bappeda adalah sebesar Rp
5.706.321.940,00 (lima milyar tujuh ratus enam juta tiga ratus dua puluh satu
ribu Sembilan ratus empat puluh). Alokasi yang bersumber dari Dana Alckasi
Umum (DAU) diuraikan ke dalam program teknis dan program rutin Bappeda.
Tahun 2023, Bappeda melaksanakan 4 program yang diuraikan ke dalam 16
kegiatan. Kegiatan-kegiatan teknis dan rutin Bappeda tersebut diuraikan kembali
menjadi 45 sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daaerah Kabupaten/Kota, ada 8
kegiatan dan 21 sub kegiatan.

2. Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, ada
2 kegiatan dan 6 sub kegiatan.

3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah ada
3 kegiatan, dan 10 sub kegiatan.

4. Program Penelitian dan Pengembangan ada 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan.
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Tabel 3.3. (T-C.33)

Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan Perkiraan Maju 2024

Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Urusan/ Bidang Urusan/ Targut Capaian Kinerja Conkan Target Capalan Kinerja
Kode Program/ Keglatan/ Sub Lokasi Output Pagu Indiatif Sumber T Kebutuhan Dana/
Keluaran Sub Keglatan Hasll Penting larget
Keglatan Capaian Program Keg Kegiatan Kegiatan Sub Kegi Hasll (Rp) Dana Tolok Uk Pagu Indlkatif (Rp.)
¥ Keglatan
n S o
I PERENCANAAN 5.704321.940 5.525.065.160
I! L PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.584.321.940 4,635.065.160
s v N 2,00 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 35.116.200 23.386.500
Is [0 |o 201 |01 Penyusunan Dokumen (Cakupan pelayanan penunjang  [Jumlah dokumen perencanaan | Nilai SAKIP BAPPEDA 100 % 7 Dokumen 18 18.228.000]|Dana Transfer Cakupan pelayanan penunjang 100 % 13.819.0004
Perencanaan Perangkat urusan pemerintahan daerah BAPPEDA yang disusun Umum- Dana urusan pemerintahan daerah
Daerah Alokasi Umum
5 |0 o 201 {07  |Evaluasi Kinerja Perangkat Cakupan pelayanan penunjang  |Jumlah dokumen evaluasi kinerja | Nifal SAKIP BAPPEDA 100 % 2 Dokumen 18 16,888.200|Dana Transfer Cakupan pelayanan penunjang 100 % 9.567.500
Daerah urusan daerah g BAPPEDA yang Umum- Dana urusan pemerintahan daerah
disusun Alokasi Umum
| L2 L A 2,02 dmink i gkat Daerah 3.706.954.535 1.720.273.295
5 (01 o1 j202 |01  |Penyedisan Gaji dan (Cakupan pelayanan penunjang  [Jumiah PNS yang mendapat gaji |Persentase penurunan jumish 100 % 33 Orang 5% 3,500.849.535| Dana Transfer Cakupan pelayanan penunjang 100 % 3514.168.295)
Tunjangan ASN urusan pemerintahan daerah dan tunjangan temuan BPK atas laporan Umum- Dana urusan pemerintahan daetah
keuangan BAPPEDA Alokasi Umum
5 |01 |01 202 |02 |Penyedisan Administrasi Cakupan pelayanan penunjang | Frekuens! penyediaan Persentase penurunan jumlah 100 % 12 Bulan % 139.655.000| Dana Transfer Cakupan pelayanan penunjang 100 % 139.655.000]
Pelaksanaan Tugas ASN urusan pemerintahan dasrah honararium petugas pengelols  [temuan BPK atas laporan Umum- Dana urusan pemerintahan daerah
gan BAPPEDA Alokasi Umum
s [o1 Jor f2o2 [0 [Petak P h Cakupan p penunjang | Frekuens! penyediaan P P jumiah 100 % 12 Bulan 75% 66.450,000]Dana Transfer Cakupan pelayanan penunjang 100 % 66.450.000]
dan Pengujian/Verifikasi urusan pemerintahan daerah honorarium petugas pengelola  |temuan BPK atas laporan Umum- Dana urusan pemenintahan daerah
Keuangan SKPD kevangan |keuangan BAPPEDA Alokasi Umum
s 2,03 | Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 57.592.500 54.850.000
Is o1 Joi 203 [oz  [Pengamanan Barang Milk (Cakupan pelayanan penunjang  [Jumlah Non PNS (THL) yang Level Maturitas SPIP BAPPEDA 100 % 2 Orang 3 Level 30.870.000|Dana Transfer |Cakupan pelayanan penunjang 100 % 29,400,000}
Daerah SKPD urusan pamerintahan daerah melaksanakan pengamanan Umum- Dana urusan pemerintahan daerah
BMD pada BAPPEDA Alokasi Umum
5 (01 |01 j203 [06  |Penatausahaan Barang Cakupan pelayanan penunjang  |Jumiah PNS dan Non PNS (THL) |Level Maturitas SPIP BAPPEDA 100 % 2 Orang 3 Level 26.722.500|Dana Transfer Cakupan pelayanan penunjang 100 % 25450000}
Milik Daerah pada SKPD urusan pemerintahan daerah petugas penatausahaan BMD Umurn- Dana urusan pemerintahan daerah
Alokasi Umum
F 1 v [z0s Kepegawala gkat Daerah 162.636.500 204,630,000
S (01 |01 |205 [02  |Pengadaan Pakalan Dinas Cakupan pelay p g [Jumiah PNS px pakalan  |Level Maturitas SPIP BAPPEDA 100 % 33 Orang 3 Level 49.500.000(Dana Transfer Cakupan pelayanan penunjang 100 % 49.500,000
beserta Atribut urusan pemerintahan daerah dinas Umum- Dana urusan pemerintahan daerah
Kelengkapannya Alokasi Umum




[ N 2} L] - ]
Indikator Kinerja Rancana Tehun 2023 Prakirann Maju Retcana Tahun 2024
Urusen/ Bldang Urusan/ Targst Capaian Kinerja Catatan Target Capalan Kinerjs
Kode Program/ Keglatan/ Sub Capalan P . b Lokas! Gutput i Pagu Indlcatlf Sumber Penting Targat Kebutuhan Dana/
- ram Keluaran Sul atan Haall Keglatsn il
Keglatan PaianFrog Ky g ¥egiaan | program  Jaron Sub Kegl h::f_" ®p) Dana Tolok Ukur Pagu lndfkatif (Rp}
5 |o1 |01 |205 |09  {Pendidikan dan Pelatihan Cakupan pelayanan penunjang  Pumiah PNS yang mengikut Level Maturitas SPIP BAFPEDA 100 % 3 Orang 3 Level 31.500.000| Dana Transfer Cakupan pelayaran penunjang 100 % 30.000.000)]
Pegawal Berdasarkan Tugas  |urusan pemerintahan daerah Diklat Prajabatan dan Dildat Umumn« Bana urusan pemerintahan daerab
dan Fungsi Kepemimnpinan (PIM) Alokas] Umum
3 j01 |01 |205 |10 |Soslalisasl Peraturan Cakupan pelayanan penunjang  [Jumlah ASN yang mengikuti Level Maturitas SPIP BAPPEDA 100:% 55 Orang 3 Levet 50.000.000) Dana Transfer Cakupan pelayanan penunjang 100 % 95.000.000
Perundang-Und. urusan pemerintahan daerah soslalisasl peraturan perundang- Umum- Bana urusan pemerintahan daerah
undangan Alokasi Umum
15 |ov 205 |1 Bimbingan Teknis Cakupan pelayanan penunjang | Jumlah ASN yang mengikuti Level Matutitas SPIP BAPPEDA, 100% 4 Crang 3 Leve! 31.636.500| Dana Transfer Cakupan pelayanan penunjeng 100 % 30.130.000
Impl i Peraturan urusan pemerintahan daerah Bimtek Peningkatan Kapasitas Umum- Bana urusan pemerintahan daerah
Perundang-Und. Pegawal Alokasi Umum
s 208 Administresl Umum Persngkat Dasrah 264.073.430 261,237,363
5 (01 [01  |206 |01 [Penysdiaan Kermp Cakupen pelayanan penunjang  |Jumlah p han kebutuh Leve! SPiP BAPPEDA 100 % 1 Pakel, 3 Lewel 4002075 |Dana Transfer Cakupan pelayanan penunjang 100 % 4911.500]
Instalus] Llstrie/p TSN p daerah P gan dan instalast [istrik Umum- Oana urusan pemerintahan daerah
Bangunen Kanter penurjang operasional kantor Alokas) Umum
15 |01 |9 |20& [DZ  |Penyediaan Peralstan dan Cakupan pelayanan penunjang  |Jumlah ATK yang dibutuhkan Level Maturitas SPIP BAPPEDA 100 % 1 Paket 3 Level 30.000.000|Dana Transter Cakupan pelayanan penuniang 100% 29.072.080
Perlengkapan Kantor unssan pemerintahan daersh Umum- Dzna urusan pemerintahan daergh
Alokasi Umum
5 |01 101|206 |03  |Peryediazn Peralatan Cakupan petayanan penunjang  [Jumtah penyedizan perat Level h itas SPIP BAPPEDA 100 % 1 Paket 3 Level TA79655| Dana Transfer Caleupan pelayanan penunjang 100 % 9026785
Rumah Tangga urusan pemerintahan daersh  |rumah tangga dan alat Umum- Dana unsan pemerintahan dserah
pembersih Alokasl Urnum
I5 |¢1 jo1 206 |05 |Peryediaan Barang Cakupan peisyanan psrunjang  |Jumiah Blanko SPT, SPPD, Level Maturitas SPIP BAPPEDA. 100 % 1 Paket 3 Level 22592,100] Dana Transter Cakupan pelayanan penunfang 1% 18.227.000!
Cetzkan dan Penggandaan  |urusan intahan dasrah  [kwitansi dan mep BAPPEDA Umum: Dana | urusan pemerintahan daerah
yang dibutuhkan Alokasi Umum T
5 [o1 |01 |206 |09  |Penyefenggaraan Rapat Cakupan pelayanen panunjsng  |Jumiah rapat koordinasl dengan |Level Maturitas SPIP BAPPEDA 100 % 12 Kal 3 Level 200.000.000 | Dana Transfer Cakupan pelayanan penunjang 100 % 200.000.000
Keordinas! dan Konsyltasl urusan p intahan dagrah intah provingl dan pusat Umum- Dana urusan pemerintahan daerah
SKPD (K0 yang difkuti Alokasl Umum
spn 2,07 Py i Barahg Millk Dowrah Perrunjang Uruszn Pymerintah Dserah 25.000.000 30,000,000
I5 |01 Jor Jzo7 Jor  |Pengadaan Kendaraan Calupan pelay f ] Jumlah cdaan k Level M. SPIP BAPPEDA 100 % 1Unit 3 Level 18.000.000) Dana Transfer Cakupan pelayanan penunjang 100 % 200000001
Perorzngan Dinas atau urusan pemerintahan daerah diras Umum- Dana urusan pemesintahan daerah
Kendaraan Dinas Jabatan Alokast Umum
5 |01 |01 |207 |06  |Pengadaan Peralatan dan Cakupan pelay penunjang  [Jumlah peral; Level Maturitas SPIP BAPPEDA 00 % 1Unit 3 Level 7.000.000] Dana Transfer Cakupan pelayanan penunjang 100 % 10000000
Mesin Lalnnya ursen p dasrah fektronik panunjang Umum- Dana urusan pemerintahan dasrah
eperasional kantar dan Alokas) Umum
administras perkantoran
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Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Prakirasn Maju Rencana Tahun 2024
Kode Program/ Kegiatan/ Sub
Lokasi Output Pagu Indikatif Sumber Target Kebutuhan Dana/
Keluaran Sub Keglatan Hasll Keglatan Cegh Rp) Dane Ik Pagu Indikatif
Kagl Capaian Program Keg Keg! b Ko Hasil okt 1 ®Re)
FT I Em Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 135.550.000 135.550.000
5 |01 |01 |208 |02  |Penyedisan Jasa Komunikasi, |Cakupan pelay jang |Frekuensi penyediaan kebutuhan |Level Maturitas SPIP BAPPEDA 100 % 12 Bulan 3 Level 107.100.000| Dana Transfer Cakupan pelayanan penunjang 100 % 107.100.000
Sumber Daya Air dan Listrik  |urusan pemerintahan daerah listrik dan air untuk operasional Umum- Dana unusan pemerintahan daerah
kantor Alokasi Umum
5 [01 |01 208 |04  [Penyediaan Jasa Polay Cakupan pelayanan Frekuensi penyedisan jasa Level Maturitas SPIP BAPPEDA 100 % 12 Kall 3 Level 28.450.000| Dana Transfer Cakupan pelayanan penunjang 100 % 28450,
Umum Kantor urusan p daerah pembersihan pe kantor 2 Orang Umum- Dana urusan pemerintahan daerah
Jumlah Non PNS (THL) yang Alokasi Umum
melaksanakan tugas K3
| LI L ) 2,09 Pemeliharaan Barang Milik Daersh P - Un P han Daerah 197.398.375 205.138.000
Is ot Jor [209 [ot Penyediaan Jasa Pemeliharaan, |Cakupan pelay jang  |Jumlah kend; dinas yang  |Level Maturitas SPIP BAPPEDA 100 % 23 Unit 3 Level 147.673.375| Dana Transfer Cakupan pelayanan penunjang 100 % 190.4!1.000r
Biaya Pemeliharaan, dan Pajak |urusan pemerintaban dierah akan dilakukan pemeliharaan 3 Orang Umum- Dana urusan pemerintahan daerah
d Perorangan Dinas dan pembayaran pajak/KIR Alokasi Umum
atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Nor PNS (PTT dan THL)
yang melaksanakan tugas
|pemeliharaan kendaraan
s |01 01 209 [06 |Pemeliharaan Peralatan dan  [Cakupan pelayanan penunjang  [lumiah alat penunjang | Level Maturitas SPIP BAPPEDA 100 % 34 Unit 3 Level 39.725.000| Dana Transfer Cakupan pelayanan penunjang 100 % 39.725.000
Mesin Lainnya urusan pemerintahan daerah operasional administrasi Umum- Dana urusan pemerintshan daerah
perkantoran yang dipefihara Alokasi Umum
5 |01 |0 209 [09  |Pemeliharaan/Rehabilitasi Cakupan pelayanan penunjang  |Jumlah gedung kantor yang Level Maturitas SPIP BAPPEDA 100 % 1 Unit 3 Level 10.000.000] Dana Transfer Cakupan pelayanan penunjang 100 % 15.000.000|
|Gedung Kantor dan Bangunan |urusan pemerintahan daerah dipelihara/direhabilitasi Umum- Dana urusan pemerintashan daerah
Lainnya Alokasi Umum
F 12 |m PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUAS| PEMBANGUNAN DAERAH 400,000,000 400.000.000
Iz [am 'y Py dan Pend, 320,000,000 315.000.000
I5 |o1 oz 201 |01 [Analisis Kondisi Daerah, P dok Jumiah dolky usulan Persentase pencapaian nilai 7% 3 Dokumen B5% 50.000.000| Dana Transfer Persentase kesesuaian dokumen 97 % 50.000.000}
|Permasaiahan, dan isu kegiatan yang didanai melalui  |komponen perencanaan pada Urnum - Dana
Strategis Pembangunan DAK, APBN, APBD Provinsi penilaian SAKIP Alokasi Umum
Daerah
15 [0v Jo2  [201 o4 Koordinasi Pelaksanaan Forum |Persentase kesesualan dokumen (Jumlah dokumen hasil |Persentase pencapaian nilai 97 % 1 Dokumen B5 % 5.000.000] Dana Transfer Persentase kesesualan dokumen 97 % 5.000.000|
[|Perangkat Daerah/Lintas Forum Perangkat Daerah |kotnpanen perencanaan pada Urnum - Dana
|Perangkat Daerah penilalan SAKIP Alokasi Umum
5 [ov [o2 [201 |OS Pelaksanaan Musrenbang Persentase kesesuaian dokumen {Jumlah dakurnen hasil Persentase pencapalan nilal 7% 1 Dokumen 8BS % 37.000,000| Dana Transfer Persentase kesesualan dolomen 7% 37.000
fXota g tingkat P pe pada Umum- Dana
penilaian SAKIP Alokasi Umum
r5 01 |02 201 [06  |Peny Bahan d Persentase k lan doks Jumiah dokumen hasil Persentase pencapaian nilal 97 % 1 Dokumen 85 % 25.000.000] Dana Transfer Persentase kesesualan dokurmen 97 % 20.000.000|
Musrenbang Kecamatan bang tingkat P pada Umum - Dana
|penilalan SAKIP | Alokas! Umum
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Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Capaian Kinerja Catat Target Capalan Kinerja
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Lokasi Output Pagu Indikatif Sumber Kebutuhan Dana/
Capaian Program Keluaran Sub Keglatan Hasil Kegiatan Hasil Penting Vorges
Kegiatan B Keglatan | Program paran Sub Kegil Rp) Dana Tolok Ular Pagu Indikatif (Rp.)
5 |01 |o2 201 o7 Koordinasi Penyusunan dan kesesuaian Jumiah RPJMD dan Persentase pencapaian nilal 7% 3 Dokumen B5% 203.000.000| Dana Transfer kesesualan doki 97 % 203.000.
Penetapan Dokumen RKPD beserta perubahannya |kamponen perencanaan pada Umum- Dana
Perencanaan Pembangunan penilaian SAKIP Alokasi Umum
Daerah Kabupaten/Kota
[i 1 |2 2,02 |Analisis Data dan Informasl Pemerintahan Daerah Bidang Perencanasn Pembangunan Daerah 50.000.000 50.000.000
Is |01 Jo2 Jzo2 Joi Analiss Data dan Infor kesesuaian dok Jumlah data pembial P pencapaian nilal 97 % 35 Data 85 % 20.000.000| Dana Transfer Persentase kesesuaian dokumen 97 % ZD.WO-UDﬂr
Perencanaan komponen perencanaan pada Umum- Dana
Pembangunan Daerah penilaian SAKIP Alokasi Umum
§5 o1 |02 j202 jo3 Penyusunan Profil Jumiah profil pembangunan Persentase pencapaian nilal 97 % 1 Profil 85 % 30.000.000| Dana Transfer Persentase kesesuaian dokurnen 97 % 30.000.000)
Pembangunan Daerah daerah yang disusun kamponen perencanaan pada Umum- Dana
Kabupaten/Kota penilaian SAKIP Alokasi Umum
| L 2 2,03 Evaluasi dan Bidang Daerah 30.000.000 35.000.000
I5 ot Joz 203 |03 Monitoring, Evaluasi dan Persentase kesesuaian dokumen {Jumiah laporan monitoring dan | Persentase capalan KU 97 % 1 Dokumen 100 % 30.000.000{ Dana Transfer IPor!enm- kesesusian dolumen 7% 35.000.000]
Penyusunan Laporan Berkala evaluasi terhadap daerah Umum- Dana
Pelaksanaan Pembangunan RKPD Tahun 2022, DAK Tahun Alokast Umum
Daerah 2022, dan Monev Renja
Perangkat Daerah Tahun 2022
5 HEs PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISAS| PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 720.000.000 490.000.000
5 |1 |8 2,01 dinasi Py Bidang Pemerintahan dan Pembang Manusia 1350.000.000 310.000.000
5 |[o |03 201 |01 Koordinas Penyusunan Persentase OPD dengan nilal Jumilah dokumen evaluasi Persentase tingkat keselarasan 85% 2 Dokumen 85 % 50.000.000{ Dana Transfer Persentase OPD dengan nilai B5% 60000000)
D P P minimal [pencapaian SDGs ({ dan |dok p Jjangka Umum- Dana |dokumen perencanaan minimal
Pembangunan Daerah Bidang | baik tahunan) |menengah dan tahunan daerah Alokasi Urmurm baik
Pemerintahan (RPJPD, RPIMD dengan dokumen perencanaan
dan REPD) | Peranglat Daerah
5 |or |03 [201 |02  |Asistensi Penyusunan Persehtase OPD dengan nilal | Persentase OPD lingkup sosial | Persentase tingkat keselarasan BS % 100 % 85% 75.000.000| Dana Transter |Persentase OPD dengan nilai 85% 0
| Dokumen Perencanaan dokumen perencanaan minimal |budaya yang y p Jangka Umum- Dana dokumen perencanaan minimal
Pembangunan Perangkat balk jperencanaan dengan baik menengah dan tahunan daerah Alokasi Umum baik
Daerah Bidang Pemerintahan | dengan dokumen perencanaan
Perangkat Daerah
5 |ov Jo3 [201 |o3 F Aonitoring dan OPD dengan nilal Evaluasi Daerah Tertinggal Persentase tingkat keselarasan 85 % 1 Dokumen 85% 75.000.000| Dana Transfer Persentase OPD dengan nilal 85 % mmcmr
Evaluasi Penyusunan Dokumen |dokumen perenicanaan minimal | Evaluasi Manev SLRT yang dokumen perencanaan jangia 2 Kali Umum- Dana dokumen perencanaan minimal
Perencanaan Pembangunan | balk difasilitasi menengah dan tahunan daerah 1 Dokumen Alokasi Umum balk
Perangkat Daerah Bidang Jumlah dokumen LPZKD dengun dokumen perencanaan 3 Kali
Pemerintahan yang disusun Rakor TKPKD Perangkat Daerah 1 Dokumen
Renaksi PKD
5 (01 jo3 201 |07 P gdan |P OPD dengan nilai Capaian Indikator PUG (hijau) Persentase tingkat keselarasan 5% 100 % 5% $0.000.000| Dana Transfer Persentase OPD dengan nilal 85 % 50.000.
(Evaluasi Peny: Doki el P minimal |untuk seluruh kategor dokumen perencanaan jangka 1 Dokumen Umum- Dana dokumen perencanaan minimal
Pereticanaan Pembangunan  |balk Dokumen RANDA PUG menengah dan tahunan daerah 4 Kali Alokasi Umum baik
Perangkat Daerah Bidang | Pelaporan RANDA PUG CP dengan dokutnen perencanaan
Pembangunan Manusia 03, 05, 09, 12 tepat waktu Perangkat Daerah
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Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
i Urusan/ Bldang u“ﬁ Target Capaian Kinerja ¢ Target Capalan Kinerjs
Program/ Kegiatan/ Lokasi Output Pagu Indikatif Sumber T Kebutuhan Dana/
gk Capalan Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Keglatan S = Hasil ey i Penting i arget | o)
Keglatan
201 |08 Koardinasi Pelaksanaan Persentase OPD dengan nilai FGD dan fasilitasi Aksi tingkat B % 38 Kali B5 % 100.000.000| Dana Transfer OPD dengan nilal B5% 120.000.000)
inergitas dan H isash k p minimal |Konvergensi Nagari dokumen perencanaan jangka 8 Aksi Umum- Dana dokumen perencanaan minimal
Perencanaan baik Terlaksananya 8 Aksi menengah dan tahunan daerah Alokasi Umum baik
Pembangunan Daerah Bidang Konvergensi Pencegahan dengan dokumen perencanaan
Pembangunan Manusia Stunting tepat waktu Perangkat Daerah
2,02 Koordinasi Pe Bidang Perek lan dan SDA Daya Alam) 80.000.000 40.000.000
202 |01 [Koordinasi Penyusunan Persentase OPD dengan nilai Jumiah rapat koordinesi yang | Persentase tingkat keselarasan BS % 4 Kali B85 % 40.000.000| Dana Transfer Persenitase OPD dengan nilal 85 % 40000000]
Dokumen Perencanaan [dokumen perencanaan minimal |dilaksanakan | dokumen perencanaan jangka 15K Umum- Dana | dokumen perencanaan minimal
Pembang Daerah Bidang |baik lumiah regulasi dan laporan |menengah dan tabunan daerah Alokasi Umum baik
Perekonomian (RPJPD, RPIMD yang diterbitkan dengan dokumen perencanaan
dan RKPD) | Peranglcat Daerah
202 |os Peny P OPD dengan nilal  |Jumiah rapat P tinghat keselarasan 85 % 1 Kali 5% 40.000.000]Dana Transfe |rm Persentase OPD dengan nilai 85% 0
Dok P perencanaan minimal |monitaring dokumen perencanaan jangka 3 Kali LUmum-Cana dokumen perencanaan minimal
Pembangunan Daerah Bidang |balk Jumilah rapat koordinasi yang  [menengah dan tahunan daerah Alokasl Umu  |aga/ balk
'SDA (RPJPD, RPIMD dan dilaksanakan (workshop dan dengan dokumen parencanaan Pendapatan  |uar
RKPD) internalisasi PPSI, rapat Komir) [ Perangkat Daersh Hibah dari
Badan/Lemb
Organisasi L
Negeri
2,03 Koordi Bidang dan y 290.000.000 140.000.000
203 |01 Kocrdinasi Penyusunan Persentase OPD dengan nilai Jumizh laporan | L P tinglat k an 85% 1 Laparan 85% 60.000.000{ Dana Transfer Persentase OPD dengan nilal B5% 60.000.
P doky Pt minimal |usulan pembangunan d persncanaan jangka 4 Kall Umum - Dana dokumen perencanaan minimal
Pembangunan Daerah Bidang |baik Jumiah rapat koordinasi, menengah dan tahunan daerah | Alokasi Umum baik
Infrastruktur (RPIPD, RPIMD sosiafisasi, sinkronisasi yang dengan dokumen perencanaan
dan RKPD) | dilaksanakan | Perangkat Deerah
203 |03 |Pelaksanaan Monitoring dan | Persentase OPD dengan nilal Jumish dokumen perencanaan | Persentase tingkat keselarasan 85 % 1 Dokumen 85% 190.000.000| Dana Transfer Persentase OPD dengan nilal 85 % 40.000.000]
Evaluasi Penyusunan Dokumen |dokumen perencanaan minimal |infrastruktur dokumen perencanaan jangks 2 Kall Umum- Dana dokumen perencanaan minimal
Perencanaan Pembangunan  |balk Jumiah rapat koordinasi yang  [menengah dan tahunan daerah 15K Alokasi Umum baik
Perangkat Daerah Bidang dilaksanakan dengan dokumen perencanaan
Infrastruktur Jumlah SK Penetapan Perangkat Daerah
Lokasi
203 [05 |Koordinasi Penyusunan Persentase OPD dengan nilai umilah rapat d yang [P tingkat kesel B% 2 Kali B5% 40.000.000| Dana Transfer Persentase OPD dengan nilai 85 % 40,000,000}
Dokumen Perencanaan p minimal |dokumen perencanaan jangka 15K Umum- Dana dokumen perencanaan minimal
Pembangunan Daerah Bidang |balk Jutnfah SK P h dan tahunan daerah Alokasi Umum baik
|Xewilayahan (RPIFD, RPIMD Perumahan dan Kawasan dengan dokumen perencanaan
dan RKPD) Permukiman Perangkal Daerah
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 447.099.5%0 447.099.590
z PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 447,099,590 447,099,590
20 Penelitian dan Pengembangan Bidang Panyslenggarsan Pemerintahan dan Pengkajian P 297.099.590 297.099.590
201 |03 |Fasilitasi, Pefak dan P sl kel yang {Jumiah dokumnen Rencana Persentase implementasi 80 1 Dokumen 100 % 217.099.590| Dana Transfer Persentase hasil kelitangan yang 80 217099590]
Evaluasi Penelitian dan |ditindaklanjuti Induk Kelitt (RIK) kelith Umum- Dana ditindaklanjuti
|Pengembangan Bidang Alokasi Umum
Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan
201 [12  |Pengelolaan Data Persentase hasil kelitangan yang [Jumiah rapat koordinasi Persentase implementasi 80 12 Kali 100 % 80.000.000| Dana Transfer Persontase hasil kelitangan yang 80 60.000.000|
Kelitbangan dan Peratura ditincaklanjuti keli dan p yang |k Umum- Dana ditindakdanjuti
dilkuti Alokasi Umum
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Indikator Kinerjs Rencana Tahun 2023 Prakiraan Maju Rencana Tahun Ial
ummu’mum Target Capalan Kinerja Catat Target Capalan Kinerja
Kode Program/ Keglatan/ Lokasi Output Pagu Indikatit Sumber Target Kebutuhan Dana/
Keglatan Capalan Program Keluaran Sub Keglatan Hasil Keglatan Keglatan Progon | e Sk g Hasil (Rp) Dama Penting Tolok Ukur Pagu Indikatif (Rp.)
Keglatan

I5]s J2 Jaoa g gan Inovasi dan Teknologl 150.000.000 150,000,000
5 |05 |02 204 103 Diserninasi Jenis. Prosedur dan |Persentase hasil kelitbangan Jumlah inovasi OPD Kategori capaian Innovation 80 52 Inovasi 1 Sangat 150.000.000| Dana Transfer Persentase hasil kelitbangan 80 150.000.000)

Metode Penyelenggaraan yang ditindaklanjuti Government Award (IGA} Inavatif Umum- Dana yang ditindaklanjuti

Pemerintahan Daerah yang Alokasi Umum

Bersifat Inovatif

TOTAL| 6.151.421,530 5.972.164.750




BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD

Rencana kerja dan pendanaan untuk kegiatan tahun 2023 disusun untuk
mendukung pencapaian tujuan Renstra Bappeda Kabupaten Pasaman Barat tahun
2021-2026, yakni mewujudkan perencanaan dan pengendalian pembangunan
yang tepat sasaran, diukur melalui persentase pencapaian target kinerja RPJMD.
Bappeda dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, rumusan program dan
kegiatan Bappeda Kabupaten Pasaman Barat mendukung pencapaian Indikator
Kinerja Utama (IKU) Kepala Bappeda. Capaian IKU tersebut menjadi deskripsi
realisasi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat
sebagaimana telah ditetapkan pada RPJMD Tahun 2021-2026. Oleh karena itu,
IKU Kepala Bappeda disusun berdasarkan penelaahan terhadap hasil evaluasi
capaian program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2021. Penentuan
program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut juga memperhatikan tren ataupun
isu baik secara global, nasional ataupun lokal. Bappeda untuk tahun 2023
direncanakan akan melaksanakan 4 program (teknis dan rutin), 15 kegiatan dan
44 sub kegiatan dengan total pagu Rp 6.151.421.530,- (Enam Milyar Seratus
Lima Puluh Satu Juta Empat Ratus Dua Puluh Satu Ribu Lima Ratus Tiga
Puluh Rupiah) . Lokasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegaitan pada
umumnya dilaksanakan di Kabupaten Pasaman Barat. Berikut rumusan program
dan kegiatan BAPPEDA Kabupaten Pasaman Barat tahun 2023 disajikan pada
table 4.1 (T-C.33).

RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2023



Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Bappeda Kabupaten Pasaman Barat

Penyusunan Dokumen

Cakupan pelay P

Jumlah dok:

Nilai SAKIP BAPPEDA

Dana Transfer

Cakupan pelayanan

yang p
Perencanaan Perangkat urusan pemerintahan daerah  |BAPPEDA yang disusun Umum- Dana penunjang urusan
Daerah Alokasi Umum pemerintahan daerah
5 |01 | 201 |07 Evaluasi Kinerja Perangkat Cakupan i Jumlah evalyasi Nilai SAKIP BAPPEDA 100 % 2 bokumen 18 16.688.200| Dana Transter Cakupan pelayanan 100 % 9567500
Daerah urusan pemerintahan daersh kinefja (pelaporan) BAPPEDA Umum- Dana |penunjang urusan
yang disusun Alokasi Umum pemerintahan daerah

Cakupan pelayanan penunjang  [Jumlah PNS yang mendapat gaji | Persentase penurunan jumlah 33 Otang 3.500.849 535 1514.168.295
Tunjangan ASN urusan pemerintaban daerah  |dan tunjangan temuan BPK atas laporan Umum- Dana penunjang urusan
keuangan BAPPEDA | Alokasi Umum pemerintahan daerah
5 o1 |01 202 |02  [Penyediaan Administrasi Cakupan pelayanan penunjang |Frekuensi penyediaan Persentase penurunan jumiah 100 % 12 Bulan 75 % 139.655.000) Dana Transfer Cakupan pelayanan 100 % 139.655.000|
| Pelaksanaan Tugas ASN urusan p daerah petugas peng temuan BPK atas laporan Umum- Dana penunjang urusan
i keuangan BAPPEDA | Alokasi Umum pt han daerah
5 |0 |0 202 |03 P ‘ Cakupan pel: penunjang | Frekuensi penyeciaan |Persentase penurunan jumlah 100 % 12 Bulan 75 % 66.450.000| Dana Transfer Cakupan pelayanan 100 % 66.450.000
dan Pengujian/Verifikas! urusan intahan daerah | petugas pengelola [temuan BPK atas laporan Umum- Dana penunjang urusan
Keuangan SKPD keuangan keuangan BAPPEDA Alokasi Umum pemenintahan daerah
5 (01 j01  |203 |02  |Pengamanan Barang Milik Cakupan pelayanan penunjang  |Jumiah Non PNS (THL) yang Level Maturitas SPIP BAPPEDA 100 % 2 Orang 3 Level 30.670.000|Dana Transter Cakupan pelayanan 100 % 23.400.000|
Daerah SKPD urusan i daerah ' Umum- Dana [penunjang urusan
BMD pada BAPPEDA Alokasi Umum pemerintahan daerah
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BMD

Level Maturitas SPIP BAPPEDA

Level Maturitas SPIP BAPPEDA.
Kelengkapaninya Alokasi Umum pemerintahan daerah
|5 |07 |01 j205 |09  |[Pendidikan dan Pelatihan Cakupan pelay penunjang [Jumiah PNS yang Level M, SPIP BAPPEDA 100 % 3 Crang 3 Level 31.500.000| Dana Transfer |Cakupan pelayanan 100 % 30.000.000
Pegawai Berdasarkan Tugas  |urusan pemerintahan daerah | Diklat Prajabatan dan Dikiat [Umum- Dana penunjang urusan
[dan Fungsi Kepemimpinan (PIM) Alokas! Umum |pemerintahan daerah
[E for [o7 [265 [10 [scwaiisasi Peraturan Cakupan pelayanan penunjang  |lumiah ASN yang mengikuti Level Maturitas SPIP BAPPEDA 100 % 55 Orang 3level 50.000,000{ Dana Transfer Cakupan pelayanan 100 % 95.000.000|
Perundang-Undangan wrusan p daerah lisasi per P -] (Umum- Dana penuniang urusan
undangan Alokasi Umum pemerintahan daerah
15 jor | 205 |11 |Bimbingan Teknis Cakupan pelayanan penunjang  [Jumiah ASN yang mengikuti Level Matutitas SPIP BAPPEDA 100 % 4 Orang 3 Level 31.636.500] Dana Transfer |Cakupan pelayanan 100 % 30,130,000
|Implementasi Peraturan urusan pemerintahan daerah | Bimtek Peningkatan Kapasitas [Umum- Dana |penunjang urusan

5 |01 |0 206 |01 Penyediaan Komponen Cakupan pel jang [Jumiah per han kebutuh Level M SPIP BAPPEDA 100 % 1 Paket 3 Level 4.002.075| Dana Transfer Cakupan pelayanan 100 % 4911500
Instalasi Listrik/Penerangan urusan p han daerah gan dan instalasi listrik Umum- Dana |penunjang urusan
| Bangunan Kantor penunjang operasional kantor Alokasi Umum pemaerintahan daerah
Is Jor Jor 206 [02 [Penyediaan Peralatan dan  |Cakupan pelayanan penunjang [Jumiah ATK yang dibutubkan  |Level Maturitas SPIP BAPPEDA 100 % 1 Paket 3 Level 30.000,000]Dana Transfer Cakupan pelayanan 100 % 29.072.080
| Perlengkapan Kantor urusan pemerintahan daerah Umum- Dana penunjang urusan
| Alokasi Umum pemerintahan daerah
o 206 |03  [Penyedisan Peralatan Cakupan pelay [ g |Jumish peny Levisl Maturitas SPIP BAPPEDA 100 % 1 Paket 3 Level 7379655 Dana Transfer Cakupan pelayanan 100 % 9026.785
Rumah Tangga urusan pemerintahan daerah  [rumah tangga dan alat Umum- Dana penunjang unsan
| pembersih | Alokasi Umum pemerintahan daerah
|5 o7 |01 |206 |05  |Penyediaan Barang Cakupan pelayanan penunjang  |Jumiah Blanko SPT. SPPD, Level Maturitas SPIP BAPPEDA 100 % 1 Paket 3 Level 22.692.100| Dana Transfer Cakupan pelayanan 100 % 18.227.000
Cetakan dan Penggandaan  |urusan pemerintahan daerah  |kwitansi, dan map BAPREDA Umum- Dana [penunjang urusan
yang dibutuhkan | Alokasi Umum [permnerintahan daerah
Is o1 Jor Jao6 fos  [Penyeienggarsan Rapat Cakupan pelayanan penunjang [lumiah rapat koardinasi dengan [Level Maturitas SPIP BAPPEDA 100 % 12 Kalt 3 Lovel 200.000,000|Dana Transter Cakupan pelayanan 100 % 200,000,000
Koordiriasi dan urusan daerah provingi dan pusat Umum- Dana p jang urusan
SKPD (K/L) yang dilkut] Alokasi Umum p rintahan daerah




Pengadaan Peralatan dan Cakupan pelay P jang |Jumish pengadaan peral | Dana Transfer Cakupar pelaysnan

Mesin Lainnya urusan pemerintahan daerah jang penunjang urusan
operational kantor dan Alokasi Unum |pemerintahan daerah
administrasi perkantaran

Penyediaan Jasa K kasi, [Cakupan pel \ penunjang | peny Level Maturitas SPIP BAPPEDA Dana Transfer Cakupan pelayanan

Sumber Daya Alr dan Listrik  Jurusan p daerah shan listrik dan air untuk penunjang urusan
|operasional kantor Alokas! Umum pemerintahan daerah

Penyediaan Jasa Pelayanan  |Cakupan pelayanan penunjang | Frek | penyediaan jasa Level Maturitas SPIP BAPPEDA Dana Transfer Cakupan pelayanan

Umum Kantor urusan pemerintahan daerah  |pembersihan landscape penunjang urusan
umnlah Non PNS (THL) yang Alokasi Umum |pemerintahan dasrsh
melaksanakan tugas K3

Lainmya

Alokadl Umnum

Jumiah ke dinas yang  |Level Maturitas SPIP BAPPEDA Dana Transfer Cakupan pelayanan
Pemeliharaan, Blaya urusan pemetintahan daerah  fakan dilakukan pemeliharaan penunjang urusan
Pemelits dan Pajak [dan pembayaran pajak/KIR Alokasi Umum permerintahan daerah
Perorangan Dinas Jumiah Non PNS (PTT dan THU
atau Kendaraan Dinas Jabatan yeng melaksanakan tugas
pemeliharaan kendaraan
2 Peralatan dan  |Cakupan pelayanan penunjang |Jumiah alat elektronik Level Maturitas SPIP BAPPEDA | Cakupan pelayanan
Mesin Lainnya urusan i daerah  {penunjang i |penunjang urusan
administrasi perkantoran yang Alokasi Urnum | pemerintahan daerah
| dipelihara
P h R |Cakupan pelayanan penunjang |umiah gedung kantor yang Level Maturitas SPIP BAPPEDA |Cakupan pelayanan
Gedung Kantor dani Bangunan Jurusan daerah  [dipelih i penunjang urusan

pemerintahan daerah




50.000.000]| Dana Transter
Permasalahan, dan lsu |kegiatan yang didanal melalui | kompaonen perencanaan pada Umum - Dana
Strategis Pembangunan DAK, APBN, APBD Provinsi penilaian SAKIP Alokasi Umum
Daerah
| I L 201 (04 dinasi dakumen [Jumlah dokumen hasil Persentase pencapaian nilal 7% 1 Dokumen 85% 5.000.000| Dana Transter |Persentase kesesualan dokuf 97 % 5.000.000
Forum Perangkat Forum Perangkat Daerah komponen perencanaan pada Umum - Dana
Daerah/Lintas Peranglkat penilaian SAKIP Alokasi Umum
Daersh
| L3 (4] 201 05 [Pelaksanaan M bang dok Jumiah dok hasil Persentase pencapalan nilai 97 % 1 Dokumen 85% 37.000.000|Dana Transfer Persentase kesesualan dokul 7% 37.000.000
| Kabupaten/Kota g tingkat P kompx perencanaan pada Umum- Cana
penilaian SAKIP Alckasi Umum
5 o 201 |06 Penyiapan Bahan dokumen Jumish dokumen Hasil Persentase péncapaian nilal 97 % 1 Dokumen BS % 25.000.000| Dana Transfer Persentase kesesuaian doku a7 % 20.000.000
Musrenbang Kecamatan bang tingkat k komp: perencanaan pada Umum - Dana
penilaian SAKIP Alokasi Umum
15 Jon 201 |07 Koordinas) P dan dioki Jumlah daoiky RPIMD dan  |Persentase pencapalan nilal T% 3 Dokumen 5% 203.000.000| Dana Transfer Persentase kesesuaian dokul 9a% 203.000.000
Penetapan Dokumen RKPD beserta P [ pada Umum- Dana
Perencanaan Pembangunan penilaian SAKIP Alokasi Umum
Daerah Kabupaten/Xota
5 |01 202 |01 |Analisis Data dan dok Jumlah data perencanaan pemby Persentase pencapaian nilal 7% 35 Data 85 % 20:000 000| Dana Transfer Persentase kesesuaian dokul 97'% 20.000,000|
| Perencanaan kompanen perencanaan pada Umum- Dana
|Pembangunan Daerah penilaian SAKIP Alokasi Umum
E 01 202 {03  |Penyusunan Profil dok Jumiah b inan Pe nifal 97 % 1 Profil 85 % F0.000.000f Persentase kesesuaian dokuy 97 % 30.000.000




Koordinasi Penyusunan
Dokumen P

Pembangunan Daerah Bidang
Infrastrukiur (RPIPD, RPIMD
dan RKPD)

baik

Jumlah laporan inventarisasi
usulan pembang

Jumiah rapat koardinasi,
soslalisas, sinkronisasi yang
dilaksanakan

Alokasi Umum

Persentase tingkat keselarasan Persentase OPD dengan
Dokumen P P minimal |p 5DGs dan |d p Jjangka Umum- Dana nilai P
Pembangunan Daerah Bidang |baik tahunan) menengah dan tahunan daerah | Alokasi Umum mirimal baik
Pemerintahan (RPIPD, RPJIMD dengan dokumen perencanaan
dan RKPD) |Perangkat Daerah
§5 (01 |03 j20v jo2 Persantase OPD dengan nilal P OPD lingkup sosial tingkat kesel % 100 % B85 % 7-‘_ Transfer Persentase OPD dengan 85 % 0
Dokumen P minimal |budaya yang y dolk Umum- Dana nitai dokumen perencanaan
| Pembangunan Perangkat baik | perencanaan dengan baik menengah dan tahunan daerah Alokasl Umum minimal baik
Daerah Bidang Pemerintahan dengan dokumen perencanaan
Perangkat Doerah
|5 o1 |03 201 |03  |Peiaksanaan Monitoring dan  |Persentase OPD dengan nilai | Evaluasi Daerah Tertinggal |Persentase tingkat keselarasan 5% 1 Dokumen B5% 75.000.000| Dana Transfer Persentase ORD dengan BS % 80 000.0001
Evaluasi P dok P MHWMSWW dokumen peréncanaan jangka 2 Kal Umum- Dana inilai dokumen perencanaan
Dokumen Perencanaan baik dif; menengah dan tahunan daerah 1 Dokumen Alokasi Umum minimal baik
| Pembangunan Perangkat Jumiah dokumen LP2ZKD dengan dokumen perencanaan 3 Kali
Dacrah Bidang Pemenntahan yang disusun Rakor TKPKD Perangkat Daerah 1 Dokumen
Renaksi PXD
|5 fo1 |03 J201 |07  |Pelaksanaan Monitoring dan  |Persentase OFD dengan nilai  |Capaian indikator PUG (hijau)  |Persentase tingkat keselarasan 85 % 100 % 5% 50.000,000| Dana Transter OPD dengan 85% 50,000.000
Evaluasi P dok P minimal |untuk seluruh kategori dokumen perencanaan jangka 1 Dokumen Umum- Dana nilai dokumen perencanaan
Dokumen Perencanaan baik | Dokumen RANDA PUG menengah dan tahunan daerah 4 Kali Alokasi Umnum |minimal baik
Pembangunan Perangial Pelaparan RANDA PUG CP dengan dakumen perencanaan
Daerah Bidang Pembangunan 03, 05, 09, 12 tepat waktu Perangkat Daerah
Manusia
|5 Jor jo3 |20 [oe dinasi Pelak e OPD dengan nilal  |FGO dan fasilitasi Aksi Persentase tingkat keselarasan 85 % 38 Kali 85 % 100.000,000| Dana Transfer | Persentase OPD dengan 5% 120.000.000
Sinergitas dan isasl  |dok, P minimal |Ke gensi Nagarl dokumen perencanaan jangka B Aksi Urnum- Dana nilal dokumen perencanaan
Perencanaan baik Tertaksananya 8 Aksi menengah dan tahunan daerah Alokasi Umum | baik
Pemnbangunan Daerah Bidang Konvergensi Pencegahan dengan dokumen perencanaan
Fembangunan Manusia Stunting tepat waktu Perangkat Daerah
5 |01 |03 |20z |01 di Peny P OPD dengan nilai Jumlah rapat koordinasi yang  |Persentase tingkat keselarasan a5 % 4 Kali 85 % 40.000.000| Dana Transfer Persentase OPD dengan 85% 40000000
F i p minimal dokumen perencanaan jangka 15K Urnum- Dana nilai dokumen perencanaan
|Pembangunan Daerah Bidang |baik Jumlah regulasi dan laporan menengah dan tashunan daerah Alokasi Umum minimal baik
Perekonomian (RPJPD, RPIMD yang diterbitkan dengan dokumen perencanaan
dan RKPD) Perangkat Daerah
§5 Jov jo3  j202 |05 Koordinasi Penyusunan Persentase OPD dengan nilai Jumlah rapat P tingkat B % 1 Kall B85 % 40.000 000 )| Dana Transfe |rm Persentase OPD dengan 85 % 0
D f ki P minimal ring dokumer perencanaan jangka 3 Kali Urnum-Dana nilai dokumen parencanaan
Pembangunan Daerah Bidang |baik Jumlah rapat koordinasi yang  |menengah dan tshunan daerah Alckasi Umu  |aga/ minimal baik
SDA (RPJPD, RPIMD dan dilaksanakan (workshop dan dengan dokumen perencanaan Pendapatan  |uar
RKPD) PPSL, rapat Komir) Daerah Hibah dari
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I
Dokumen Perencanaan ik Jumizh rapat koordinasi yang | menengah dan tahunan daerah 15K
Pembangunan Perangkat | dilaksanakan dengan dokumen perencanaan
Daerah Bidang Infrastruktur Jumlah SK Penetapan Perangkat Daerah
Lokasi
‘E 01 |03 j203 |05 |Koordinasi P OPD dengan nilai  [Jumiah rapat koordinasi yang  |Persentase tingkat keselarasan 85 % 2 Kall 85 % 40.000.000f Dana Transfer Persentase OPD dengan 85 % 40.000.000/
Dokumen doku pen minimal J dokumen perencanaan jangka 15K Umum- Dana nilal dokumen perencanaan
Pembangunan Daerah Bidang |baik Jumlah SK Pengembangan menengah dan tahunan daerah Alokasi Umum minimal baik
Kewilayahan (RPJPD, RPIMD Perumahan dan Kawasan dengan dokumen perencanaan
dan RKPD) Permukiman Perangkat Daerah

as |02 Fasilitasi, Pelaksanaan Persentase hasil kelitangan yang [Jumiah dokumen Rencana Persentase implementasi 217.099.590]|Dana Transfer Persentase hasil kelitangan

Evaluasi Penelitian dan lanjuti Induk (RI i Umum- Dana yang ditindaklanjuti

|Pengembangan Bidang | Alokasi Umum

|Kelembagaan dan

Ketatalaksanaan

I5 |os fo2 |21 |12 |Pengelolaan Data Persentase hasil kelitangan yang |Jumlah rapat koordinasi i 80 12 Kali 100 5% 80.000.000| Dana Transfer Persentase hasil kelitangan 1] £0.000,000)
dan Perat: drtindaklanjuti kelith dan p yang |kel Umum- Dana yang ditindaklanjuti
ikt Alokasi Urnum

5 o5 |02  |204 |03 Dk

i Jenis, Prosedur dar hasil Jumlah inovasi OPD [Kategori capaian Innovation B0 52 Inovasi 1 Sangat 150.000,000|Dana Transfer Persentase hasil 80 150.000.000
Metode Penyelenggaraan yang ditindaklanjuti |Government Award (IGA) Inovatif Umnum- Dana kelitbangan yang
Pemerintaban Daerah yang Alpkasi Umum ditindaklanjuti
Bersifat Inovatif
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BAB V
PENUTUP

Dokumen Renja BAPPEDA Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023
digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan pada tahun
2023. Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang termuat dalam Renja
Bappeda Tahun 2023 sangat bergantung kepada komitmen dan kerjasama semua
pihak yang terkait. Diperlukan sinergitas antar semua pihak dalam pencapaian
tujuan, program dan kegiatan yang telah direncanakan. Penyusunan Renja sangat
diperlukan dalam pengambilan keputusan dan perumusan rencana program
untuk pembangunan satu tahun kedepan. Selain sebagai kontrol terhadap
pelaksanaan program dan kegiatan, juga menjadi pedoman dalam pelaksanaan
evaluasi dan pelaporan OPD pada akhir tahun anggaran. Dengan demikian,
harapan terhadap pembangunan yang lebih terarah, terintegrasi dan sinergis
untuk mencapai hasil yang lebih baik dapat diwujudkan.

Simpang Empat, 3 Agustus 2022

RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2023



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
BAPPEDA PEMBANGUNAN DAERAH
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KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

k.

Menimbang

} .- TR

@

Mengingat

KABUPATEN PASAMAN BARAT

NOMOR : 050/62/BAPPEDA/VII/2022

TENTANG

RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2023

a.

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN PASAMAN BARAT,

bahwa berdasarkan Undang - Undang Nomor 25 Tahun
2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional, bahwa Rencana Pembangunan Tahunan OPD
yang selanjutnya disebut Rencana Kerja OPD adalah
dokumen perencanaan organisasi perangkat daerah
untuk periode 1 tahun;

bahwa Rencana Kerja OPD disusun sesuai tugas pokok
dan fungsi OPD dengan berpedoman pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana
Strategis OPD, serta memuat kebijakan, program, dan
kegiatan pembangunan yang mengacu pada prioritas
pembangunan daerah dan pagu indikatif yang
ditetapkan;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok
Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi
Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4348);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 dan
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2014 Nomor 126 dan Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817};

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 dan
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6322);

. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
tahun 2020-2024;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
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tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

11.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708
Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

12.Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7
Tahun 2010 tentang Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Tahun 2005-2025;

13.Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 18
Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun
2011-2031;

14.Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah;

15.Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2019
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah,;

16.Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2
Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

MEMUTUSKAN

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 merupakan
dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 sebagaimana
dimaksud pada Diktum KESATU menjadi pedoman dalam
penyusunan dan penganggaran program dan Kegiatan



-

KETIGA

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Pasaman Barat pada Tahun Anggaran 2022.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.
Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam
Keputusan ini akan ditinjau dan diperbaiki kembali
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Simpang Empat
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Harlina S ,! putri, SH, MM
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